Menimbang :

Mengingat :

BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA

SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan
Pasal 51 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah
Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir
Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Rencana
Detail Tata Ruang;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Undang - Undang Cipta Kerja yang didalamnya
mengamanatkan penyederhanaan perizinan
berusaha untuk mendorong investasi daerah;

. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan

Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Samosir Tahun 2018-2038 Pasal 68 Ayat (2) perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Sianjur Mulamula dan
Harian;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang ........ /



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  berbasis
Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73
Seri E Nomor 31);

10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri agrari
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi
Peneyelenggaraaan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Samosir.

3.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/Kota
yang dipimpin oleh camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pemanfaatan Ruang adalah wupaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu
pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang
pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional,
dan RTRW Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

17. Peraturan ........ /



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian
dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan
atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan
di dalam RTRW kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah
bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa blok.

Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah
sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang
belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang
terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil
dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan
sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah
sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi
komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan
operator.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu
lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang
terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah
regional yang lebih luas.

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan
rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak
dimanfaatkan kembali.

Tempat Pengelolaan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran
ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara
langsung dan cepat dari satu lokasi kelokasi yang aman agar
menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya
atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau mahluk hidup
lainnya.

Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk
menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi
darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena
memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan
bentuk lahan di setiap lokasi.

29.Kawasan ......... /
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau
karakteristik spesifik.

Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai,
danau, embung, waduk dan sebagainya.
Zona Perlindungan Setempat merupakan daerah yang

diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyrakat untuk
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari serta
dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air,
kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari
sumber-sumber air.

Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Sub zona jalur hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta
elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan
(RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA),
juga sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen
lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna
hijau.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Zona Badan Jalan merupakan bagian jalan yang berada di antara
kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu
lintas dan bahu jalan.

Sub zona Tanaman Pangan merupakan peruntukan ruang lahan
basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah
tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan
dan pengembangan tanaman pangan.

Sub zona Perkebunan merupakan peruntukan ruang yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik
pada lahan basah dan atau lahan kering komoditas pertanian.

Zona Pariwisata merupakan peruntukan ruang yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.

42. Sub Zona ........ /
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Sub zona perumahan kepadatan sedang merupakan peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan
rumah dengan luas lahan.

Sub zona perumahan kepadatan rendah merupakan peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan
luas lahan.

Sub zona perumahan kepadatan sangat rendah merupakan
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau
hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah
bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub zona sarana pelayanan umum merupakan peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk melayani penduduk.

Sub zona perdagangan dan jasa skala WP merupakan peruntukan
ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP merupakan peruntukan
ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangan dan jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat
hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

Zona perkantoran merupakan peruntukan ruang yang difungsikan
untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan
tempat bekerja/atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas
sosial/umum pendukungnya.

.Zona Pertahanan dan Keamanan merupakan peruntukan ruang

yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan
bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan
keamanan termasuk tempat latihan, kodam,korem dan sebagainya.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
RDTR.

Persetujuan  Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan
peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah
mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan bidang
penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR
secara hierarki.

53. Koefisien ........ /
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Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah
angka  persentase perbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka
di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah  perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi
jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai
batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang,
atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa
bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau
pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran,
jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building
line).

Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak
lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana
bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara
tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.

Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang
membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok
penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.

Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan
manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi
yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu
informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi;
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam
proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan dan  pengambilan keputusan tentang
alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya
mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses
mengevaluasi perubahan yang terjadi;

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan;

b. Rencana........ /



=

Mo a0

(1)

(2)

(3)

Rencana Struktur Ruang;
Rencana Pola Ruang;
Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
Peraturan Zonasi; dan
Kelembagaan.
Bagian Kedua
Deliniasi Wilayah Perencanaan
Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian ditetapkan
berdasarkan aspek fungsional dengan luas lebih kurang 2.585,12
(dua ribu lima ratus delapan puluh lima koma dua belas) hektar,
beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

Delineasi WP Sianjur Mulamula dan Harian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki batas administrasi meliputi:

a. Sebelah  Utara berbatasan dengan Kecamatan Sianjur
Mulamula;

b. Sebelah Timur berbatasan denganKecamatan Pangururan;

c. Sebelah Selatan berbatasan denganKecamatan Harian; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sianjur
Mulamula.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sebagian wilayah Kecamatan Sianjur Mulamula dengan luas
1.246,93 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Koma
Sembilan Tiga) hektar, mencakup:

1. Sebagian Wilayah Desa Aek Sipitudai dengan luas 283,29
(Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Sembilan)
hektar;

2. Sebagian Wilayah Desa Boho dengan luas 48,29 (Empat
Puluh Delapan Koma Dua Puluh Sembilan) hektar;

3. Sebagian Wilayah Desa Ginolat dengan luas 217,56 (Dua
Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Enam) hektar;

4. Sebagian Wilayah Desa Habeahan Naburahan dengan luas
35,77 (Tiga Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Tujuh ) hektar;

5. Sebagian Wilayah Desa Huta Gurgur dengan luas 195,63
(Seratus Sembilan Lima Koma Enam Puluh Tiga) hektar;

6. Sebagian Wilayah Desa Sianjur Mulamula dengan luas
117,13 (Seratus Tujuh Belas Koma Tiga Belas) hektar;

7. Sebagian Wilayah Desa Siboro dengan luas 189,78 (Seratus
Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua) hektar;

8. Sebagian  Wilayah Desa Sarimarihit dengan luas 159,49
(Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Empat Puluh
Sembilan) hektar;

b. Sebagian wilayah Kecamatan Harian dengan luas 1.338,18

(Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Belas)
hektar, mencakup:

1. Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja dengan luas 243,51
( Dua ratus empat Puluh tiga Koma Lima Puluh Satu)
hektar;

2. Sebagian Wilayah Desa Janji Martahan dengan luas 68,66
(Enam Puluh Delapan Koma Enam Puluh Enam) hektar;

3. Sebagian Wilayah Desa Sampurtoba dengan luas 323,01
(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Koma Nol Satu) hektar;

4. Sebagian ........ /



4. Sebagian Wilayah Desa Sosok Dolok dengan luas 92,96
(Sembilan Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Enam) hektar;

5. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Limbong dengan luas 51,46
(Lima Puluh Satu Koma Empat Puluh Enam) hektar;

6. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Malau dengan luas 100,66
(Seratus Koma Enam Puluh Enam) hektar;

7. Seluruh  Wilayah  Desa Turpuk Sagala dengan luas 100
(seratus) hektar;dan

8. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sihotang dengan Iluas
150,44 ( Seratus Lima Puluh Koma Empat Puluh Empat)
hektar;

(4) Delineasi WP terbagi kedalam 4 (Empat) SWP dan 17 (Tujuh Belas)
blok yang terdiri atas:

a. SWP A, sebagai Pengembangan Kegiatan Wisata Budaya,
Sejarah dan Pertanianmeliputi Sebagian WilayahDesa Ginolat,
Sebagian Wilayah Desa Huta Gurgur, sebagian dan sebagian
Desa Siboro dengan luas 603,42 ( Enam Ratus Tiga Koma
Empat Dua) hektar meliputi A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.5;

b. SWP B, sebagai Pusat Informasi dan Kegiatan Pariwisata
Geopark, wisata Budaya, Sejarah dan Pertanian meliputi
Sebagian Wilayah Desa Aek Sipitudai, Sebagian Wilayah Desa
Boho, Sebagian Wilayah Desa Habeahan Naburahan, Sebagian
Wilayah Desa Sianjur Mula Mula, dan Sebagian Wilayah Desa
Sarimarihit dengan luas 644,47 (Enam Ratus Empat Puluh
Empat Koma Empat Tujuh) hektar meliputi Blok B.1, B.2, B.3,
dan B.4;

c. SWP C, sebagai Pengembangan Kegiatan Pariwisata Alam dan
Rohani serta Pusat Pelayanan di Kecamatan Harian meliputi
Sebagian WilayahDesa Janji Martahan, Sebagian Wilayah Desa
Sosor Dolok, sebagian Desa Turpuk Limbong, Sebagian Wilayah
Desa Turpuk Malau, Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala,
Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sihotang dengan luas 773,61
( Tyjuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Enam Satu) hektar
meliputi BlokC.1, C.2, C.3, C.4; dan

d. SWP D, sebagai Pengembangan Kegiatan Pariwisata Alam,
Rohani, , Budaya dan Pertanian meliputi Sebagian Wilayah
Desa Dolok Raja, dan Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba
dengan luas 566,96 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Koma
Sembilan Enam) hektar meliputi BlokD.1, D.2, D.3, D.4.

(5) Delineasi WP digambarkan dalam peta delineasi WP dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BABTIL....... /



BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian bertujuan untuk
mewujudkan Kawasan Pariwisata Sianjur Mulamula dan Harian
Sebagai Bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau
Toba yang Berbasis Sosial Budaya dan Pertanian Sebagai Destinasi
Pariwisata Terkemuka, Berkelas Dunia, Maju, dan Mandiri dengan
Menggunakan Prinsip Berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem
jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk
mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kawasan Pariwisata Sianjur
Mulamula dan Harianterdiri atas:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

o

rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

o o

rencana jaringan telekomunikasi;

e. rencana jaringan sumber daya air;

i

rencana jaringan air minum,;

g. rencana rencana pengolahan air limbah dan  pengolahan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase;
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(3) Rencana struktur ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta struktur ruang dengan tingkat ketelitian
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

(1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:



a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat (PPK);

b. Sub Pusat PelayananKawasan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat (SPPK); dan

c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan
pertanian,dan pariwisata skala regional, meliputi:

a. PPK Sianjur Mulamula dan sekitarnya berada di SWP B; dan
b. PPK Harian dan sekitarnya berada di SWP C.

(3) Sub Pusat Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf b, dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan
pertanian dan permukiman, meliputi:

a. SPPK Sianjur Mulamula dan sekitarnya berada di SWP A;
b. SPPK Harian dan sekitarnya berada di SWP D.

(4) Rencana Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi Sebagian Wilayah Desa Ginolat, Sebagian Wilayah
Desa Sianjur Habeahan Naburahan, Sebagian Wilayah  Desa
Siboro, Sebagian Wilayah Desa Turpuk Malau, Seluruh Wilayah
Desa Turpuk Sagala, Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja dan
Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba.

(5) Rencana struktur ruang wilayah pusat pelayanan digambarkan
dalam  peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.LA yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf b, yaitu:

a. Rencana Jalan Umum;
b.Rencana Jalan Khusus;

c. Rencana Terminal barang;
d. Rencana Pelabuhan dan;
e. Rencana Halte.

(2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam
peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8
(1) Rencana jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Jalan Kolektor Primer;
b. Jalan .......... /



b.

C.

Jalan Kolektor Sekunder;
Jalan Lokal; dan

d. Jalan Lingkungan.

(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a, terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Sp. Gonting- Sp. Tamba sepanjang 9,78 (Sembilan
koma tujuh delapan) kilometer, melalui :

1.SWP C Blok C2, Blok C.3dan Blok C.4;
2.SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

Ruas Jalan Tele-Pangururan sepanjang 1,547(satu koma lima
empat tujuh) kilometer, melalui SWP B Blok B.4;

(3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

Jalan Menara Pandang Tele — Sp. Sosor Dolok sepanjang 0,61
(nol koma enam satu) kilometer, melalui SWP C Blok C1;

.Jalan Pasar Bengkok — Sosor Dolok sepanjang 3,51 (tiga koma

lima satu) kilometer, melalui SWP C Blok C.3;

.Jalan Sagala — Sp. Parmonangan sepanjang 2,64 ( dua koma

enam empat) kilometer, melalui SWP A Blok A.3;

.Jalan Sp. Limbong - Sagala sepanjang 5,38 (lima koma tiga

delapan) kilometer, melalui :
1.SWP A Blok A.5;
2.SWP B Blok B.2 dan B.4.

(4) Jalan Lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c,
berupa jalan lokal sekunder meliputi:

a.

Jalan Efrata sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer
melalui SWP C Blok C.3;

.Jalan Ginolat — Huta Gurgur sepanjang 1,67 (satu koma enam

tujuh) kilometer melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.5;

.Jalan Hariara Pohan - Sampur Napitu sepanjang 1,88 (satu

koma delapan delapan) kilometer, melalui SWP D Blok D.2;

.Jalan BBI sepanjang 0,73 ( nol koma tujuh tiga) kilometer,

melalui SWP C Blok C.3;

.Jalan JW Batu Sawan sepanjang 1,08 (satu koma nol delapan)

kilometer, melalui SWP B Blok B.2;

Jalan Parmonangan - Bonal Dolok sepanjang 0,78 (nol koma
tujuh delapan) kilometer, melalui SWP A Blok A.2;

. Pasar Bengkok - Sosor Dolok sepanjang 0,30 (nol koma tiga nol)

kilometer, melalui SWP C Blok C.1;

.Jalan Puskesmas Harian - Pandiangan sepanjang 0,32 (nol koma

tiga dua) kilometer, melalui SWP C Blok C.2;

. Jalan Sarimarihit - Singkam sepanjang 2,35 ( dua koma tiga

lima) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;



j. Jalan Sibea - bea sepanjang 1,54 ( satu koma lima empat)
kilometer, melalui SWP C Blok C.4;

k. Jalan Sigulatti - Huta Ginjang sepanjang 4,64 ( empat koma
enam empat) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;

I. Jalan Sihotang Pelabuhan sepanjang 1,66 ( satu koma enam
enam) kilometer, melalui SWP D Blok D.2 dan Blok D.4;

m.Jalan  Sihotang 2 sepanjang 0,95 ( nol koma Sembilan lima)
kilometer, melalui SWP D Blok D.3;

n.Jalan Sihotang 6 sepanjang 0,74 (nol koma tujuh empat)
kilometer, melalui SWP D Blok D.2;

0. Jalan Singkam - Habeahan Naburahan  sepanjang 0,52 (nol
koma lima dua) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;

p- Jalan Sp. Gereja Adven Turpuk Malau - Aek Tumpahan
sepanjang 1,75 (satu koma tujuh lima) kilometer, melalui SWP C
Blok C.3;

q. Jalan Sp. HKBP Boho Sibaganding sepanjang 0,25 (nol koma dua
lima) kilometer, melalui SWP C Blok C.2;

r. Jalan Sp. Huta Gurgur sepanjang 1,08 (satu koma nol delapan)
kilometer, melalui SWP A Blok A.1;

s. Jalan Sp. Huta Urat - Huta Balian sepanjang 0,76 (nol koma
tujuh enam) kilometer, melalui SWP B Blok B.1;

t. Jalan Sp. Kantor Siboro - Sihirik sepanjang 0,60 (nol koma enam
nol) kilometer, melalui SWP A Blok A.3;

u.Jalan Sp. Lbn Gambiri sepanjang 0,52 (nol koma lima dua)
kilometer, melalui SWP D Blok D.1;

v. Jalan Sp. Lobu Sonak sepanjang 0,95 (nol koma sembilan lima)
kilometer, melalui SWP D Blok D.3;

w.Jalan Sp. Puskesmas Limbong - Jembatan Ipar - ipar sepanjang
0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer, melalui 0,95 (nol koma
sembilan lima) kilometer, melalui SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;

x. Jalan Sp. Silahi Sosor Siboro - Lumban Galung sepanjang 2,09
(dua koma nol Sembilan) kilometer, melalui SWP A Blok A.3;

y. Jalan Sp. Singkam sepanjang 0,75 (nol koma tujuh lima)
kilometer, melalui SWP B Blok B.2;

z. Sp. Gereja Hkbp Limbong - Habeahan Naburahan sepanjang
1,73 (satu koma tujuh tiga) kilometer, melalui SWP B Blol B.2;

aa. Jalan tanpa nama sepanjang 22,67 (dua puluh dua koma enam
tujuh) kilometer, melalui :

1. SWP A Blok A.1, A.2, A3, dan A.5;
2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
4. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.

(5) Jalan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf d, berupa jalan lingkungan sekunder meliputi :



Jalan Sihotang 2 sepanjang 1,99 (satu koma Sembilan Sembilan)
kilometer, melalui SWP D Blok D.2 dan Blok D.4;

a.Jalan Sipitudai - Peabang sepanjang 1,17 (satu koma satu
tujuh) kilometer, melalui SWP B Blok B.3;

b.Jalan Sp. Hkbp Boho Sibaganding sepanjang 0,15 (nol koma
satu lima) kilometer, melalui SWP C Blok C.2;

c. Sp. Huta Panjaitan sepanjang 0,61 (nol koma enam satu)
kilometer, melalui SWP A Blok A.2;

d.Jalan Huta Urat - Huta Balian sepanjang 0,80 (nol koma
delapan puluh) kilometer, melalui SWP A Blok A.1 dan SWP B
Blok B.1;

e. Jalan Sp. Lbn Gambiri sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh)
kilometer, melalui SWP D Blok D.1;

f. Jalan Sp. Tulas - Pelabuhan sepanjang 0,13 (nol koma satu
tiga) kilometer, melalui SWP A Blok A.2;

g. Jalan tanpa nama sepanjang 17,00 (tujuh belas koma nol nol)
kilometer, melalui :

1.SWP A Blok A.1, A.3, A4, dan A.5;

2.SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
3.SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
4.SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus (ekowisata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b sepanjang 8,44 km (dua koma delapan puluh tujuh
kilometer)terdapat di SWP C pada blok C.4.

Paragraf 3

Rencana Terminal Barang
Pasal 10

Rencana Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf c, terdapat di:

a. SWP B Blok B.1;
b. SWP C Blok C.3 dan;
c. SWP D Blok D.3.

Paragraf 4
Rencana Pelabuhan

Pasal 11

Rencana Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf d meliputi Pelabuhan sungai dan danau pengumpan, terdapat
di SWP D Blok D.4.

Paragraf 5 ........ /



Paragraf 5

Rencana Halte
Pasal 12

Rencana Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e,
terdapat di SWP C Blok C.4.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Rencana Infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu meliputi
Sarana penyimpanan bahan bakar;

b. Rencana infrastruktur Pembangkit Listrik dan Sarana
Pendukung yaitu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH);

c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
d. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu meliputi Sarana
Penyimpanan Bahan Bakar berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat
(1) huruf a, terdapat di SWP C pada blok C.3.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang
dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B Blok B.4;

(4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana
dimaksud Ayat (1) huruf ¢, meliputi Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT), terdapat di SWP Blok B.4.

(5) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf d merupakan Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM), terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3,
SWP B Blok B.2 dan Blok B.4, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3,
SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;

(6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan
tingkat  ketelitian 1:5.000 sebagaimana  tercantum dalam
Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Sistem  jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Pengembangan Jaringan tetap;

b. Rencana Jaringan bergerak Seluler berupa Menara Base
Transceiver Station (BTS).

(2) Pengembangan ........ /



(2) Pengembangan Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas Pengembangan jaringan serat optik
yang berada di seluruh wilayah perencanaan;

(3) Jaringan bergerak seluler, berupa Menara Base Transceiver
Station (BTS) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdapat di SWP B pada blok B.2, SWP C pada blok C.3 dan
SWP D pada blok D.3

(4) Sistem  jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.Dyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Rencana Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

a. PengembanganSistem Jaringan Irigasi;dan
b. RencanaBangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. Pengembangan Jaringan irigasi primer, terdapat di :
1. SWP A Blok A.2 dan Blok A.5;
2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3; dan
4. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
b. PengembanganJaringan irigasi sekunder, terdapat di:
1. SWP A Blok A.1 dan Blok B.5;
2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
3. SWP C Blok C.3; dan
4. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

(3) Rencana Sistem bangunan sumber daya air, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pintu air, terdapat di
SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D;

(4) Sistem  jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.LE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16
(1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf f, merupakan jaringan perpipaan;
(2) Rencana jaringan air minum jaringan perpipaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:



a. Unit air baku berupa bangunan pengambil air baku;
b. Unit produksi berupa instalasi produksi,
c. Unit pelayanan berupa sambungan langsung.

(3) Rencana air baku berupa bangunan pengambil air baku
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdapat di SWP C Blok
C.2;

(4) Unit produksi berupa instalasi produksi sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b, terdapat di :

a. SWP B Blok B.4;
b. SWP C Blok C.2;
c. SWP D Blok D.2

(S) Unit pelayanan berupa sambungan langsung sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf c, terdapat di :

a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.5;
b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
c. SWP C Blok C.1;

d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3;

(6) Sistem  jaringan sumber air minum digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.LF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, berupa jaringan Sistem
Pengolahan Air Limbah Non Domestik meliputi Jaringan Sistem
Pembuangan Air Limbah Non Domestikterdapat di seluruh
wilayah perencanaan.

(2) Rencana pengelolaan air limbah pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I[I.G yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Sistem Jaringan Sistem Pengelolaan Persampahan
Pasal 18
(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) terdapat di:
a. Desa Siboro terdapat di SWPA pada blok A.4;
b. Desa Ginolat terdapat di SWPA pada blok A.3;
c. Desa Sianjur Mulamula terdapat di SWPB pada blok B.1;



d. Desa Sarimarihit terdapat di SWPB pada blok B.3

e. Desa Turpuk Sagala terdapat di SWPC pada blok C.3 dan blok
C.4;

f. Desa Turpuk Sihotang terdapat di SWPC pada blok C.4;

g. Desa Sampur Toba terdapat di SWP D pada blok D.2 dan blok
D.4.

(2) Rencana jaringan pengelolaan persampahan pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000
sebagaimana tercantum pada Lampiran II.H yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19
(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf I terdiri atas:
a. Pengembangan JaringanDrainase Primer;
b. PengembanganDrainase Sekunder; dan
c. Pengembangan Drainase Tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat
(1) huruf a, meliputi :

a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.5;
b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud Pasal 20
ayat (1) huruf b, meliputi :

a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.5;
b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat
(1) huruf ¢, meliputi :

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

(5) Pengembangan  pengelolaan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tersedia di seluruh wilayah
perencanaan.

(6) Sistem ........ /



(6) Sistem  jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan
tingkat  ketelitian 1:5.000 sebagaimana  tercantum dalam
Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
a. Rencana Jalur evakuasi bencana;

b. Rencana Tempat evakuasi.

(2) Rencana Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdapat di sebagian jalan Desa Siboro, Desa
Ginolat, Desa Sianjur Mulamula, Desa Sarimarihit, Desa Boho,
Desa Turpuk Limbong, Desa Turpuk Malau, Desa Turpuk sagala,
Desa Turpuk Sihotang, Desa Janji Martaha, Desa Dolok Raja,
dan Desa Sampur Toba terdiri atas:

a. Jalan Kolektor Primer, terdapat di:
- Jalan Tele-Pangururan
- Jalan Harian Boho
- Jalan Sisingamangaraja
b. Jalan Kolektor Sekunder, terdapat di:
- Jalan Batu Hobon
- Jalan Pusuk Buhit
c. Jalan Lokal, terdapat di:
- Sebagian Wilayah Desa Huta Gurgur;
- Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba

(3) Rencana Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. Titik Kumpul
b. Tempat Evakuasi Sementara;
c. Tempat Evakuasi Akhir.

(4) Rencana Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a terdapat di :

a. Sebagian Wilayah Desa Siboro terdapat di SWP A pada blok
Al;

b. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala terdapat di SWP C
pada blok C.3;

c. Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja terdapat di SWP D pada
blok D2 dan;

d. Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba terdapat pada SWP D
pada blok D3.

(5) Rencana........ /



(5) Rencana Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdapat di:

a. Sebagian Wilayah Desa Siboro terdapat di SWPA pada blok
A.3;

b. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala terdapat di SWPC
pada blok C.3;

c. Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba terdapat di SWP D pada
blokD.2 .

(6) Rencana Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c terdapat di:

a. Sebagian Wilayah Desa Ginolat terdapat di SWP B pada blok
B.3;

b. Sebagian Wilayah Desa Aek Sipitudai terdapat di SWPB pada
blok B.3;

c. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala terdapat di SWPC
pada blokC.3.

d. Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba terdapat di SWP D pada
blok D.4.

(7) Rencana jaringan prasarana lainnya pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Pasal 21

(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Materi Rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Zona Lindung

Pasal 22
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;

Cc. Zona badan air dengan kode BA.

Pasal 23 .......... /



Pasal 23

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a, meliputi wilayah dengan luasan 49,44 (Empat Puluh Sembilan
Koma Empat Empat) hektar, meliputi;

a. SWP A pada blok A.1, A.2, A.5 dengan luas 3,22 (Tiga Koma Dua
Dua) hektar;

b. SWP B pada blok B.1, B.2, B.4. dengan luas 3,26 (Tiga Koma Dua
Enam) hektar;

c. SWP C pada blok C.1, C.2, C.3, C.4. dengan luas 28,18 (Dua Puluh
Delapan Koma Satu Delapan) hektar;

d. SWPD pada blok D.1, D.2, D.3, D.4 dengan luas 14,77 (Empat
Belas Koma Tujuh Tujuh) hektar

Pasal 24
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf b terdiri atas:
a. Taman Kota (RTH-2);
b. Jalur Hijau (RTH-8)

(2) Sub zona Taman Kota dengan luas 0,98 (Nol Koma Sembilan
Delapan) hektar berada di SWP C dengan luas 0,19 (Nol Koma
Sembilan Belas) hektar pada blok C.A

(3) Sub Zona Jalur Hijau luas 34,38 ( Tiga Puluh Empat Koma Tiga
Delapan) hektar berada di seluruh kawasan perencanaan.

Pasal 25

Zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c
meliputi wilayah dengan luasan 12,73 (dua belas koma tujuh tiga)
hektar, meliputi:

a. SWP A pada blok A.1, A.2, A.5 dengan luas 2,41 (dua koma empat
satu) hektar;

b. SWP B pada blok B.1, B.2, B.4. dengan luas 2,28 (dua koma dua
delapan) hektar;

c. SWPCpada blok C.1, C.2, C.3, C.4. dengan luas 4,73 (empat koma
tujuh tiga) hektar;

d. SWP D pada blok D.1, D.2, D.3, D.4. dengan luas 3,32 (tiga koma
tiga dua) hektar.

Bagian Kedua
Zona Budi Daya

Pasal 26
Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
b meliputi :
a. zona badan jalan dengan kode BJ;

b. zona pertanian dengan kode P;
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zona pariwisata dengan kode W;

zona perumahan dengan kode R;

zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

zona perkantoran dengan kode KT;

zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK ;
zona pertambangan dengan kode T; dan

zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Pasal 27

Zona Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a,
merupakan wilayah dengan luasan 47,68 (empat puluh tujuh koma
enam delapan) hektar meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

SWP A dengan luas 8,41 (Delapan Koma EmpatSatu) hektar pada
blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5;

SWP B dengan luas 12,57 (Dua Belas Koma Lima Tujuh) hektar
pada blok B.1, B.2, B.3, dan B.4

WP C dengan luas 18,88 (Delapan Belas Koma Delapan Sembilan)
hektar pada blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;

SWP D dengan luas 7,81 (Tujuh Koma Delapan Satu) hektar pada
blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 28

Zona pertanian sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf b,
meliputi :

a. Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. Zona perkebunan dengan kode P-3.

Sub zona Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a, merupakan wilayah dengan luasan 974,62 (Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Enam Dua) hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 227,08 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh
Koma Nol Delapan) hektar pada blok A.1, A.2, dan A.5

b. SWP B dengan luas 297,74 (Dua Ratus Sembilan Puluh
Tujuh Koma Tujuh Empat) hektar pada blok B.1,B2, danB.4

c. SWP C dengan luas 216,77 (Dua Ratus Enam Belas Koma
Tujuh Tuyjuh) hektar pada blok C.1, C.2, C.2, dan C.3

d. SWP D dengan luas 233,03 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Koma
Nol Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3 dan D.4

Sub zona Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b,
merupakan wilayah dengan luasan 1081,34 (seribu delapan
puluh satu koma tiga empat) hektar meliputi:

a. SWPA dengan luas 319,60 (Tiga Ratus Sembilan Belas Koma
Enam Nol) hektar pada blok A.1, A.2, A.3, dan A.4.



b. SWP B dengan luas 220,35(Dua Ratus Dua Puluh Koma Tiga
Lima) hektar pada blok B.1, B.2, B.3, dan B.4

c. SWP C dengan luas 352,46 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua
Koma Empat Enam) hektar pada blok C.1, C.2, C.3, danC.4

d. SWP D dengan luas 188,93(Seratus Delapan Puluh Delapan
Koma Sembilan Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 29

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf c,
merupakan wilayah dengan luasan 181,10 (serratus delapan puluh
satu koma satu nol) hektar meliputi:

a.

SWP B dengan luas 21,54 (Dua Puluh Satu Koma Lima Empat)
hektar pada blok B.1, B.2 dan B.3

.SWP C dengan luas 95,09 (Sembilan Puluh Lima Koma Nol

Sembilan) hektar pada blok C.2 dan C.3;

. SWP D dengan luas 64,47 (Enam Puluh Empat Koma Empat Tujuh)

hektar pada blok D.2, dan D.4.

Pasal 30

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf d,

(2)

(3)

(4)

merupakan wilayah dengan luasan 132,90 (Seratus Tiga Puluh Dua
Koma Sembilan Nol) hektar, meliputi:

a. Subzona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3);
b. Subzona perumahan dengan kepadatan rendah (R-4);
c. Subzona perumahan dengan kepadatan sangat rendah (R-5)

Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas 41,92 (Empat
Puluh Satu Koma Sembilan Dua) hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 9,93 (Sembilan Koma Sembilan Tiga) hektar
pada blok A.1, A.3, danA.5

b. SWP B dengan luas 31,99 (Tiga Puluh Satu Koma Sembilan
Sembilan) hektar pada blok B.2, B.3 dan B.4

Sub zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas 20,16 (Dua
Puluh Koma Satu Enam) hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 4,49 (Empat Koma Empat Sembilan) hektar
meliputi padablok A.1, A.3 dan A.5

b. SWP D dengan luas 15,67 (Lima Belas Koma Enam Tujuh) hektar
meliputi pada blok D.4.

Sub zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas 70,82
(Tujuh Puluh Koma Delapan Dua) hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 8,64 (Delapan Koma Enam Emapat) hektar
pada blok A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5;

b. SWP B dengan luas 5,61 (Lima Koma Enam Satu) hektar pada
blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;



c. SWP C dengan luas 27,65 (Dua Puluh Tujuh Koma Enam Lima)
hektar pada blok C.1, C.2, dan C.3

d.SWP D dengan luas 28,93 (Dua Puluh Delapan Koma Sembilan
Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 31

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal
26 huruf e, meliputi wilayah dengan luasan 12,28 (Dua Belas Koma
Dua Delapan) hektar meliputi:

a. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
b. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3).

(2) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan luasan
8,07 (delapan koma nol tujuh) hektar meliputi :

a. SWP A dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar pada blok
A.5;

b. SWP B dengan luas 3,68 (Tiga Koma Enam Delapan) hektar pada
blok B.2, B.3, dan B.4

c. SWP C dengan luas 2,22 (Dua Koma Dua Dua) hektar pada blok
C.2,C.3,dan C.4

d. SWP D dengan luas 2,16 (Dua Koma Enam Belas) hektar pada
blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

(3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan luasan
4,21 (empat koma dua satu) hektar meliputi :

a. SWP A dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektar pada blok
A.1, A.3, A4, dan A.5;

b. SWP B dengan luas 1,03(satu koma nol tiga) hektar pada blok
B.1, B.2, B.3, dan B.4;

c. SWP C dengan luas 0,92 (Nol Koma Sembilan Dua) hektar pada
blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;

d. SWP D dengan luas 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) hektar pada blok
D.1, D.2, D.3, dan D.4.
Pasal 32

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 26
huruf f,dengan luasan 28,31 (dua puluh delapan koma tiga satu)
hektar terdiri atas:

a. Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
b. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala WP seluas 1,93 (Satu Koma
Sembilan Tiga) hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) hektar pada
blok A.3, dan A.4;

b. SWP B dengan luas 1,15 (Satu Koma Lima Belas) hektar pada
blok B.2, B.3, dan B.4



c. SWP C dengan luas 0,11 (Nol Koma Satu Satu) hektar pada blok
C.2,dan C.3

d. SWP D dengan luas 0,58 (Nol Koma Lima Delapan) hektar pada
blok D.1 dan D.2.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP seluas 26,39 (dua
puluh enam koma tiga sembilan) hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 11,67 (Sebelas Koma Enam Tujuh) hektar
pada blok A.1, A.2, A.3, danA.5

b. SWP B dengan luas 5,90 (Lima Koma Sembilan Nol) hektar pada
blok B.2, B.3, dan B.4;

c. SWP C dengan luas 8,82 (Delapan Koma Delapan Dua) hektar
pada blok C.2, C.2, C.3, dan C.4

Pasal 33

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf g,

merupakan wilayah dengan luasan 4,33 (Empat Koma Tiga Tiga)

hektar meliputi:

a. SWP A dengan luas 0,61 (Nol Koma Enam Satu) hektar pada blok
A.1, A.4, danA.5;

b. SWPB dengan luas 0,21 (Nol Koma Dua Satu) hektar pada blok B.1,
dan B.4;

c. SWP C dengan luas 3,32 (Tiga Koma Tiga Dua) hektar pada blok
C.1, C.3, dan C.4;

d. SWPD dengan luas 0,18 (Nol Koma Satu Delapan) hektar pada blok
D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 34
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal
26 huruf h, dengan luasan 0,21 (Nol Koma Dua Satu) hektar terdapat
di SWPC blok C.4.

Pasal 35
Zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf i,
meliputi subzona peruntukan pertambangan batuan (MBT) dengan
luasan 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) hektar terdapat di SWP
B Blok B.4, SWP C Blok C.2, dan SWP D Blok D.2.

Pasal 36

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf
j, meliputi Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) sebagaimana
dimaksud pasal 26 huruf j, dengan luasan 0,94 (nol koma Sembilan
empat) hektar terdapat di SWP BBlok B.4.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 37

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:
a. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman

investasi pengembangan WP;
b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

c. Dasar ........ /



c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan sesuai jangka waktu
pembangunan; dan

d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang WP Kawasan Sianjur Mula Mula

dan Harian merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola
ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR
Kawasan Sianjur Mula Mula dan Harian.

(3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:
a. Ketentuan pelaksanaan KKPR;

b. Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.

(4) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana

(9)

(6)

(7)

(8)

dimaksud pada ayat (2) huru b, terdiri atas:
a. Program prioritas di WP;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Instansi pelaksana; dan
e. Waktu pelaksanaan

Program priotitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang yang mencakup
muatan tentang:
1.perwujudan pusat pelayanan;
2.perwujudan jaringan transportasi;
3.perwujudan jaringan energi;
4.perwujudan jaringan telekomunikasi;
S.perwujudan jaringan sumber daya air;
6.perwujudan jaringan air minum,;
7.perwujudan pengelolaan air limbabh;
8.perwujudan jaringan persampahan;
9.perwujudan jaringan drainase; dan/atau
10.perwujudan jaringan prasarana lainnya.
b. program perwujudan rencana Pola Ruang yang mencakup
muatan tentang:
1. Perwujudan zona lindung; dan
2. Perwujudan zona budidaya

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdapat blok dalam SWP.

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) huruf c¢ berupa jumlah satuan masing-masing
volume kegiatan.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) Instansi ........ /



9)

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
terdiri atas:

Pemerintah;

o P

Pemerintah provinsi;

Pemerintah Daerah;

a0

Pemerintah Daerah Lain;
e. Kementerian/Lembaga;
f. Swasta;dan/atau

g. Swasta dan Masyarakat.

(10) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi
pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada
kawasan perencanaan RDTR yang meliputi:

a. tahap pertama pada periode 2022 - 2026, yang terbagi atas
program tahunan,;

b. tahap kedua pada periode tahun 2027 — 2031,
tahap ketiga pada periode tahun 2032 - 2036; dan
d. tahap keempat pada periode tahun 2037 — 2041.

Paragraf 1
Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Pelaksanaan KKPR WP Kawasan Sianjur Mula Mula dan Harian

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;

b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
c. PKKPR untuk kegiatan non berusaha.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh
melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Penerbitan KKPR untuk usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang
berada pada wilayah administrasi WP Perkotaan dilaksanakan oleh
Bupati.

Bupati menunjuk kepala perangkat daerah yang melaksanakan
urusan kewenangan di bidang perizinan untuk menerbitkan KKPR.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga)
tahun sejak diterbitkan.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan
dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Paragraf 2 ........ /



Paragraf 2
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

(1) Indikasi  program  pemanfaatan ruang  prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. program prioritas WP;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(2) Program prioritas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. Program perwujudan rencana struktur ruang yang mencakup
muatan tentang:
1) perwujudan pusat pelayanan;
2) perwujudan jaringan transportasi;
3) perwujudan jaringan energi;
4) perwujudan jaringan telekomunikasi;
5) perwujudan jaringan sumber daya air;
0) perwujudan jaringan air minum;
7) perwujudan pengelolaan air limbah;
8) perwujudan jaringan persampahan;
9) perwujudan jaringan drainase; dan/atau
10) perwujudan jaringan lainnya.
b. Program perwujudan rencana pola ruang yang mencakup
muatan tentang:
1) perwujudan zona lindung; dan
2) perwujudan zona budi daya.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi blok
dalam Sub WP.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri atas:

Pemerintah;

Pemerintah provinsi;

Pemerintah daerah;

Pemerntah daerah lain;

Kementerian/Lembaga;

Swasta; dan/atau

. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana
dalam menetapkan prioritas pembangunan pada kawasan
perencanaan RDTR yang meliputi:

a. tahap pertama pada periode 2022-2026, yang terbagi atas
program tahunan;

b. tahap kedua pada periode tahun 2027-2031;

c. tahap ketiga pada periode tahun 2032-2036; dan

d. tahap keempat pada periode tahun 2037-2041.

@eo a0 o

(7) Indikasi ........ /



(7) Indikasi  Program = Pemanfaatan  Ruang  Prioritas disusun
berdasarkan indikasi program utama S (lima) tahunan yang
disajikan dalam table indikasi program sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di
dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di
bawah tanah;

c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan
dan penetapan lokasiinvestasi.

(2) Manfaat peraturan zonasi Peraturan Bupati meliputi:

a. Menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang
ditetapkan;

b. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan = karakteristik
zona; dan

c. Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
(3) Muatan Peraturan zonasi meliputi aturan dasar.
(4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. Ketentan intensitas pemanfaatan ruang;

c. Ketentuan tata massa bangunan;

d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;

e. Ketentuan khusus; dan

f. Ketentuan pelaksanaan.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dan huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan

b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.

(6) Ketentuan ........ /



(6)

(7)

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:

a. Zona badan air dengan kode BA;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
c. Sub zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

d. Sub zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang zona  budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:

a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;

b. Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
c. Sub zona perkebunan dengan kode P-3;

d. Zona pariwisata dengan kode W;

e. Sub zona dengan perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3;

f. Sub zona dengan perumahan kepadatan rendah dengan kode R-
4;

g. Sub zona dengan perumahan kepadatan sangat rendah dengan
kode R-5;

h. Sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU;

i. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
j- Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
k. Zona perkantoran dengan kode KT

l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan

m. Sub zona Instalasi Pengolahan Air minum (IPAM) dengan Kode

PL-3
Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 41
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. Pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan (I);

b. Terbatas (T);

c. Bersyarat (B);

d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X); dan
e. Klasifikasi T&B : pemanfaatan tidak diizinkan.

(2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan  kategorikegiatan dan penggunaanlahan pada suatu
zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan
ruang.

(3) Klarifikasi T........



(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
dibatasi;

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan
umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati;

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang
yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang
cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya;

(6) Klasifikasi T dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
memiliki sifat dibatasi dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan
persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(7) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a
dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang
dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona
atau sub zona tercantum pada Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

(1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan

d. Luas Kavling Minimum pada zona perumahan.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1)

merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas
pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum
peraturan zonasi pada RTRW Daerah dengan

mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-
masing zona atau sub zona.

(3) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 75-90 m? (Twjuh puluh
Lima sampai sembilan puluh meter persegi).

(4) Ketentuan  intensitas pemanfaatan  ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Intensitas
Pemanfaatan Ruang sesuai Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada
Zona Lindung Badan Air meliputi:

a.KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB Maksimum 0,10% (nol koma satu) persen; dan

c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).



Pasal 44
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada zona
lindung Perlindungan Setempat meliputi:
a. KDB Maksimum 5% (lima persen);
b. KLB Maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen);
c. KDH Minimum 80% (delapan puluh persen);dan
Pasal 45
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung
Taman Kota meliputi:
a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu persen);
c. KDH Minimum 60% (enam puluh persen).
Pasal 46
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung
Jalur Hijau meliputi:
a. KDB Maksimum 10%(sepuluh persen);
b. KLB Maksimum 0,2% (nol koma dua persen);
c. KDH Minimum 80%(delapan puluh persen.
Pasal 47
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona
Budidaya Tanaman Pangan meliputi:
a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB Maksimum 0,1% (nol koma satu persen);
c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).
Pasal 48
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona
Budidaya Perkebunan meliputi:
a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB Maksimum 0,1% (nol koma satu persen);

c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).
Pasal 49

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona
Budidaya Badan Jalan meliputi:
a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);

b. KLB Maksimum 0,1% (nol koma satu persen);

c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 50 ........ /



Pasal 50
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Pariwisata meliputi:
a. KDB Maksimum 50% ( lima puluh persen);
b. KLB Maksimum 1 (satu);
c. KDH Minimum 40% (empat puluh persen).
Pasal 51
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Perumahan Kepadatan Sedang meliputi:
a. KDB Maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB Maksimum 1,2 (satu koma dua);
c. KDH Minimum 30% (tiga puluh persen).
Pasal 52
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Perumahan Kepadatan Rendah meliputi:
a. KDB Maksimum 60% (lima puluh persen);
b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
c. KDH 40% (empat puluh persen).
Pasal 53
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Perumahan Kepadatan Sangat Rendah meliputi:
a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
c. KDH Minimum 40% (empat puluh persen).
Pasal 54
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Sarana Pelayanan Umum meliputi:
a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
c. KDH Minimum 40% (empat puluh persen).
Pasal 55
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Perdagangan dan Jasa Skala WP meliputi:
a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
b. KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima);dan

c. KDH Minimum 20% (dua puluh persen).

Pasal 56

Zona

Zona

Zona

Zona

Zona

Zona



Pasal 56
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Perdagangan dan Jasa Skala SWP meliputi:
a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
c. KDH Minimum 20% (dua puluh persen).
Pasal 57
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Perkantoran meliputi:
a. KDB Maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima);
c. KDH Minimum 20% (dua puluh persen).
Pasal 58
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Pertahanan dan Keamanan meliputi:
a. KDB 40% (empat puluh persen);
b. KLB Maksimum 0,8 (satu);dan
c. KDH Minimum 30% (tiga puluh persen).
Pasal 59
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Budidaya Peruntukan Lainnya meliputi:
a. KDB 40% (empat puluh persen);
b. KLB Maksimum 0,8 (satu);dan
c. KDH Minimum 30% (tiga puluh persen).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Massa Bangunan

Pasal 60

Zona

Zona

Zona

Zona

(1) Ketentuan tata massa bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (4) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur
bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu

zona atau sub zona terdiri atas:
a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan

c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB).

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

tercantum pada Tabel Tata Bangunan sesuai Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB
minimal terhadap jalan meliputi:

a.

GSB pada zona perumahan pada jalan kolektor primer memiliki
GSB minimal 5 (lima) meter, jalan kolektor sekunder memiliki
GSB minimal 4 (empat) meter, jalan lokal memiliki GSB minimal
3 (tiga) meter, dan jalan lingkungan memiliki GSB minimal 3
(tiga) meter;

GSB pada zona perdagangan dan jasa minimal 10 (sepuluh)
meter dan maksimal 20 (dua puluh) meter;

GSB pada zona perkantoran minimal S5 (lima) meter dan
maksimal 15 (lima belas) meter;

GSB pada zona sarana pelayanan umum minimal 5 (lima)
meter;dan

GSB pada masing — masing subzona dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran VII yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini

(4) Ketinggian  bangunan maksimum  adalah tinggi —maksimum
bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur
dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan
tanah yang dinyatakan dalam satuan meter, meliputi:

a.

Zona perlindungan setempat, ketinggian bangunan maksimum
6 (enam) meter;

Zona RTH, ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) meter;

Zona Perumahan, ketinggian bangunan maksimum
yaitu maksimum 16,5 (enam belas koma lima) meter;

Zona perkantoran, ketinggian bangunan maksimum yaitu
maksimum 15 (lima belas) meter;

Zona Sarana Pelayanan Umum, ketinggian bangunan
maksimum yaitu maksimum 12,5 (dua belas koma lima) meter;

Zona peruntukan lainnya, ketinggian bangunan maksimum
yaitu minimal 4 (empat) meter dan maksimum 10 (Sepuluh) meter;

Ketinggian bangunan maksimum pada masing — masing subzona
dilanjut dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dalam
peraturan daerah ini.

(5) Jarak Bebas Samping (JBS) antar bangunan minimum adalah jarak
minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan
tedekat meliputi:

a.

Zona perumahan, JBS minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan
maksimal 5(lima) meter;

. Zona perkantoran, JBS minimal 3 (tiga) meter;

Cc. Zona sarana pelayanan umum, JBS minimal 2 (dua) meter;

Jarak bebas samping pada masing — masing subzona dirinci
lebih lanjut dalam LampiranVII yang tidak terpisahkan dalam
peraturan daerah ini.



(6) Jarak Bebas Belakang (JBB) antar bangunan minimum adalah
jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap
dinding bangunan terbelakang, meliputi:

a.Zona Perumahan, JBB minimal 2 (dua) meter;

b.Zona Perdagangan dan Jasa, JBB minimal 2 (dua) meter;

c.Zona Perkantoran, JBB minima 2(dua) meter;

d. Jarak bebas belakang pada masing — masing subzona dirinci

lebih lanjut didalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan
dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 61

(1) Ketentuan  prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf d, meliputi:

a.
b.

C.

d.

c.

f.

Ruang Terbuka Hijau;
Ruang Terbuka Non Hijau;
Utilitas Perkotaan;
Prasarana Lingkungan;
Sarana Perkotaan;

Fasilitas Pendukung

(2) Ketentuan ruang terbuka hijau (RTH) meliputi:

RTH dengan KDH minimal 30%;

RTH berupa RTH skala kelurahan berupa penghijauan
dengan pohon, rumput, pohon rindang dan bunga/buah;

RTH privat  wajib menerapkan penghijauan dengan
tumbuhan pot;

RTH berupa RTH skala kelurahan;

RTH berupa taman  sesuai standar minimal pelayanan
RTH;dan

(3) Ketentuan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi;

a.

RTNH maksimal 20% dan lahan parkir tidak pada
basement;

RTNH mencakup perkerasan parkir, jalan persil, area
bermain anak, lapangan olahraga dan kegiatan
komunitas/plaza 30% dari luas lahan persil;

RTNH lain berupa plaza, tempat parkir dan lapangan
olahraga.

(4) Ketentuan utilitas perkotaan meliputi:

a. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas

bangunan;

b. Utilitas ........ /



b. Utilitas komunal: IPAL, Sumber daya dan distribusi listrik,
reservoir PDAM, penangkal petir, komunikasi/BTS, saluran
drainase dan air hujan serta resapan, persampahan

c. Jalan lingkungan harus memenuhi lebar dengan model alan
standar

(5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana
dimaksud tercantum pada Tabel Ketentuan Prasarana dan
Sarana Minimum sesuai Lampiran VIllyang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 62
(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (4)
huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan

(overlay) diatas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang
memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur didalam
aturan dasar.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan zona rawan bencana dan zona pariwisata khusus;

(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. Zona rawan bencana longsoran,padaSWP A dan SWPB;

b. Zona rawan bencana runtuhan, pada SWP A, SWP B, SWP C,
dan SWP D;

c. Zona pariwisata khusus, pada SWP D.

(4) Ketentuan khusus pada pasal 62 digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 63

(1) Ketentuan pelaksanaan terdiri atas:

a. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
peraturan zonasi;

b. Pemberian insentif dan disinsentif;

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur
terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.

(3) Pemberian insentif dan disinsetif merupakan ketentuan
pemberian insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

sejalan ........ /



(4)

()

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak
positif bagi masyarakat serta pemberian disinsentif bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi
masyarakat.

Pemberian insentif dan  disinsentif dilakukan berdasarkan
asas:

a.Keterpaduan;

b.Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.Keberlanjutan;

d.Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e.Keterbukaan,;

f.Kebersamaan dan kemitraan;
g.Perlindungan kepentingan umum;

h. Kepastian hukum dan keadilan;

i. Akuntabilitas; dan

j-Keberlanjutan.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentid dalam
penataan ruang diselenggarakan untuk:

a. Meningkatkan  upaya pengendalian pemanfaatan  ruang
dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan
rencana tata ruang;

b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan
dengan rencana tata ruang;

c. kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang secara partisipatif,

Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan degan Keputusan Bupati.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi
akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian adalah
20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan
kembali RDTR  Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode S (lima)
tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan Dbatas teritorial negara yang ditetapkan dengan
undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan
kembali Peraturan Bupati Samosir tentang RDTR Kawasan Sianjur
Mulamula dan Harian dapat direkomendasikan oleh forum penataan
ruang.

(5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan,;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Samosir tentang RDTR Kawasan Sianjur
Mulamula dan Harian Tahun 2022-2041 dilengkapi dengan Buku
Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan
ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan
masa berlaku izin habis.

(2) Pada ........ /



(2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus
disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan
penyesuaian pemanfaatan ruang.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. Izin pemanfaata ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya,;

b. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Samosir yang diselenggarakan
tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan
dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan peraturan bupati ini; dan

c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan
akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme
penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 nojewber 2022
Pj. 5E -TAHT&ID ERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIF.19680102 199009 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMORg0SERI F NOMOR 853




~eparam

ST

3 PEMERINTAH KABUFATEN SAMOSIR
. PROVINSI SUMATERA UTARA

¥
o

=Tl
o

T

IR AT

' ’ PERATURAN BUPAT| KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 35 TAHUN 2022
| 1 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENGANA POLA RUANG
; ; KAWASAN RAWAN BENCANA
B

SKALS ¢ 135000
o 0.8 1 2 HEm

Proyeksi : Univarsal Transverse Mercator
Kac. Siatam Grid . Grid Geografis dan Grid UTM Zana 47 M
Datum Herizontal : Datum WGS 1984
AT Datum Vertikal : Geaid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

HE0IATAT

Mula-M
B EE i
[ A 't
|
i b
|
KETERANGAN : .
Ibukoln Pamedntsnan Batas Administraal Bates Perencanann
| T hukom Kecamrim ++v = Sptng Mecamaina == Batm WP
= Dkl Dees'Faushin - — Setnr Gointalirshmn = Ralss SAP
Bwins Dok
REMCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
; Zana Sadain Alr Zona Fueng Terbaks Hijeu
o EE Ewzen R Tomar Keln
2} Zona Pariindungen Setempat JEEE o Kacsirruan
B B Fotinouigen Selenol ] Tamar Kabmhin
E | R o
ZOMA BLIN DAYA
‘Zona Aedan Jalan Zone Pendegangsan 4on Jasa
N nnan dalen [ Percosangan don Jasa Skals WE
| Zons Partanian FET Peragangan o jais Sikala B
Twraman Pangan Zona Sarans Peleyanan Umum
T P [ =-usan kocamman -
Fana Partambangan B ==U S kouaban
E |- IEE re-uniean #onamzangan Bxum | Lona Petantomsn
b — ol Zons Parwisata W Paancran
= HE I Foiwkan Zimie Laliniga
} Zann Parumahan (mid| Imlolaal Fancmahan AF Mo {FAM)
g ] A Purean Kugieduan Sty Zona B anam dan K
. R4 Poumehnn Kapedean Serdon [EER Partranr San Fasmine
K'E':\' Hanan ra  Pewmshas Hepadaan Sargal Rendsh

Dlundangkan di Fangururan [E?m ":;mm
Pada fa ggal & 2022

RAH

SLMASH L 1A LN AR PE LA

1 Chra Rl Resaus Tinggl (ORRTEWard 'I.I'I,rw-"ﬁ reenbadad Ishin G015

i &ﬂm n;{:;r yarty it Ik ket dan Badan Infarmas Geusosis {F13)
B

Azmerdy rll
-

3. Poegelaiam dala lahur 2020 3 2021
Culgian:

Oirs WASTON SIMBOLON MW

FEMBINA UTAMA fAUDA s ini 315z pasamana puser i) Goria-garts bome admnisraz
NIP. 19680102 199008 1 003 Wengatahal
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR BUPATI SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMO Hjb SERI F NOMOR 5% :
- Sitio-tio I Gap / Dt
. . : = y B VANDIKO ¥ GULTOM
ﬁ'llnrill bl CEE '-l'J:Nl A T
i AT I ArpTras . s




“Hg'rr ALFE AR AT . g
I PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
-, M . r I8 PROVINS| SUMATERA UTARA
| &4 = ——— = — ; —H
g B
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMORE STAHUN 2022
TENTANG
REMCAMA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHLIN 2022 - 2042
FETA KETENTUAN KHUSLIS RENCANA POLA RUANG
F -. ; i TEMPAT EVAKUASI BENGANA
g ] SKALA 1:3,11’:]
0 04 1 L
?
| Proyehsi : Universal Transverse Mercator
| Kec. Siztam Grid : Girld Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Pangururan Datum Horizontal . Datum WGES 1984
. Y Datum Vertikel  : Gaold EGM 2008
4 M " al % '
.\~ 'KAB. SAMOSIR , DIAGRAM LOKAS
% s Isﬁ:i i ‘.'\_-r-"__-::%'u:. = g '
-',\ ERE ‘.I i__&x‘-
Kec. Sianjur . O I
Mula-Mulg , A . |
; R R s G I
| et B Amm el ¥
ﬁ:’ l' ___"""__, ,'n'fl‘- - - I -ﬁqpe,_
o o 3 Ti By
| wra ol e (LA
o a2
E 4+n ! B = 3
EHRTATS ® = #
W i - X KETERANGAN :
| - s IBuhota Pemarintahar Batas Adminstras] Bantas Perancanasn
£ O bl Masamatar = Balns Kncarman =S e WP
= paiais e ralikoaten - -— Balas Demitsbirahan Dtan G40
Batay B0k
P ' RENCANA POLA RUANG
4 Toenes ZONA BUDI DAYA
i i
il 2 Zona Perianian
& +H f? "". E m m TN
E DR r it =0 Parvetunos
;!_ o Tona Perurmahan
: e Peiumahen Ksdsia Saiting
¥ p ‘Zona Pardwgangan dan Jasa
i . mi : VS0 Feragargen don Jasa Bedla S0P
e ol Tompat Evakuasl Bancars
"l I P e Evata vt
- ~oir | ?!":"'1 P Tanpal Buskian s Samaslucs
B o
!E ——— P [ B =5 f |I P Fh‘
i ] i
AT S B
% 1 % _."'&_ gl > ey,
i T - SEST
Kee. Harian
Diundangkan di Pangururan
Pada tan 3 A T 2022
Pl. 3 RAH
T . 5
: | . L :
i} i HLFAAFER DATE D&M DIEEYAT FETA
1. Gitrs Gatull Posclom Veges (ST, Wialid Wiewe 2 perckaman lahun P
Drs \WWASTON SIMBGLON, M 2% Pl D s e SRR g e T
PEMBINA UTAMA MUDA S, TR
NIPTQEEU'I ﬂE 199[]1}9 T BEIE Pyla 14 bukes rururmauumrhmugunul;ulwﬁab{ﬁ aanirilasi
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR £ { Mengesahul,
- TAHUN 2022 NOMOR4eSER F NOMOR 853 A e RUBEILSANERIR
il - Sitio-tio . Cap / Dto
ol . ' ! : g VANDIKO Y. GULTOM
wnn e o o - w— e -



-]

==

bl

PEMERINTAH KABUFATEN SAMOSIR
PROVINS| SUMATERA UTARA

(15
e )

) LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
HOMOR (DS TAHUN 2022
TENTANG
REMCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN FARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUMN 2022 - 2042

E PETA BLOK

BKALA  1:25,000
Keo Q 05 1 zkm
Pangururan !

£ Proyeks: » Universal Transverse Mercater

b Sistam Grid + Grid Geografis dan Grid UTM Zena 4T N
Diatum Horizontal : Datum WGES 1984
Datum Vertilal : Geoid EGM 2003

A

DiAGRAM LOKAS|

L

Jalan

s | mian Kictabinr Fri-ner
I8 Kelekir Sanirgar

— Jamn Lokal Seandar

—— lgan Lngangen Sesunder

==« o Kk

wrm a

Batas Perencansan
;| Blok
il =
L
| F
| K

L]

ALRRa

F s
FRERELT
i

SUMEBE M LA Do pVATA FLIA
U Gl Sakeil Fosous! Inggl G ] Wikl vies- 2 aeekamon iodas 2019
4 Pela Dasar yaryg Wian lzkoness den Dadan nmess Cecanasal {BIG)

s o5 - | % g mﬂ;ﬁ;n il tmhur 2026 - 7129
Egmugf\hls;ra?,ﬁ?hhﬂEmngﬁJﬂM | i P::I;?.huhn referens resml mongenal gerizgan: Latas 30 nis es
NIP.15680102 189009 1 003 7, i Burfﬁﬁ;ﬁ'5|n
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOEIR ' :

TAHUN 2022 NOMCORgerSERI F NOMOR ﬁ'ﬁ Kee. 3 )
N ' - Sitio-tio j Cap/ Dio

VANDIKD Y. GULTOM

T W BT TR




FICRET

jrarar

Mglh»MLﬂa
"ZeAT% KAB, SAMOSIR
-._.:ETN?:‘ Lv);_‘:-'t..__ ; i

-~

- Kee.
Pﬂﬂg UFUran

A L
TS il

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN NI
PERATURAN BU KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 7 STAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAM HARIAN

TAHUN 2022 - 2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

VEFEIT

SKALA  1:26,000
& 0.8 1 zKm

P

Proyeksl » Universal Transvarse Marcator

Sistem Grid : Grid Gaografis dan Gid UTM Zona 47 N
Datum Horizantal ; Datum WGES 1984

Datum Vartikal  Geoid EGM 2008

CIAGRAM LOKAS|

5 =l Beal :
i KETERANGAN :
|bupde Femarintahan Hatas &dminlsirssi Seles Farencanaan
T bchesh K i e By Fmecs mrshin = Beimi W
= Bokots Cmsaseirenin — Dama Caimialrshen Persiran
[0 Bt
AENCANA STRUKTUR HUANG
Rencane Pengembangan Puss: fencana Jaringan Sumbar Omya Alr
Palayenan B =
. @) russtPdayinan Kot Pekon =
ﬁ {5} ubPamal Seayanan My Kesanen Fuiorian e arne il
E O i fa S Saiman irzail Primar
g Raneann Jadngan Tranesartas e e
- e Rencana Jaringan Alr Minum
e Y swpnin Pengarrts A San:
li| Palabunan Gungsl dis Derau Fengsmean @ i R P
“ Jmam Hriaklar e |""~] Samurgar Lingung
AT 00 RIS S L P === farirgat Trnmme A nke
- ~ Jadwh Lakil Bebiss Rencana Jaringan Parsampahan
i by — “man Liaghurign Getarde - e mmmamNMhmm
Bl — 1] - -~ inun Khusn ol i
E E:E S i g B Rancana Jaringan Braknass
i = . R = arigan i es Pmee
=== Laringan Fio i e Raki neer
F PemtmrghH Lisiait Tanigm bl b Hodm [FLTHH) e i P
o Badatan Ude Tegurgan Masercihl 1S0THL poneana Jarngan Prassrana
‘s mbiran Udara Tagongan Thpg (BLTTH Lainnya
" o Rencana Jarngan Tetakomunikasl T T
undangk Ein ek
'E.Iaﬁrgjh e aﬂ i E ey Eass Elnben (ETE) 7 A e—
e ‘pingie &— & larngan 5 Dedd
pil SEKR AERAH Rencans Pengeiolaan Alr Limbah dar e B
y ::1"9;‘3‘":‘:1 l;!;_;?“"m“ Barbahmy® v Brase
) i ﬁ o Miogan Estem Fingakisn A Lirbah Fax
2 Y = sy Curramt,
i 2 &L&f SUMDER A To DA RIWAYA L = s
- | 7 1 €lire Satell Resolis Theget (S5 AT Wodd Vewe 3 pacskaman lahun 2619
- . I Prln Deaz yany kesh wrvreksl dor 3odan miarmas Gaospas il @G
. lahun 202
Drs YWWASTON SIMBOLON, M. e A B A 2020 B
EEME lmJ’J Tﬁmﬂ Muﬂﬁ._ ) R I._‘ Pala i bukan mlerensl resma nbcnq:ﬂalgmb-,g“rls I:-!mz anmireairas
NIP.1GEB0102 1990091003 i Mengatahui,
RBERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR i BUPATI SAMOSIR
| TAHUN 2022 NOMCRgoSERI F NOMOR 45% J gy Kee
! & - Sitio-tio g Cap /Do
| : - | ! £ g VANDIKO T. GULTOM
— o Gy
rpaial e o I AT TR ~1%3ran LWH_




ACI0IE.

S T

12270

(210N

)
-
R

KAB SAMOSI

Hanr [ e

=0 _‘:.._. o B el =
r __'\}llln.:!-‘. 2
N -\
& }‘: {.-" o
v, . % am
S AL TR
e WL RN
i 7 T
-".||—;|"_"‘:.- if-; '\__-"\__.' / j:
I:'.-Ilil ! Al I.-'J
S My Ll
\’\\\‘ e e '.. =
\\‘NH.
o S
‘\.\_\_‘
=
A

Diundangkan di Pangururan
E]a\da tan 3

Dirs. WASTON SIMBOLON, MM

Kec.
Fangururan

v

T

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINS| SUMATERA UTARA

LAMPIRAN lI-A
PERATURAN BU P!ATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SlANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:25,000
n 28 1 2 Km

|| Proyeksl : Universal Transverse Marcator
= Sistam Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Harizontal : Datum WGES 18984
Datum Vertikal  : Geoid EGM 2008
:

DIAGRAM LOKASI

AL

Inukota Femarirtahan Betaa Admin stras| Batas Porencanoan
% Buesls Aebapalariisiy o= [kieh Hintianbas = = Paim A0
00 wiontd Eeesasila e Brilaa Hasaiiadii P-II]I’I'I

-+ ~— Balas Dasaourshay B i iy

I8l Kool Sarod:
—— lalr Loim: Bahurmier
—— lalan Linghergan Bskusda’
- = alin Kudu

Pengembangan Puast Pelxys

3 Pt Pasgpistin €oMaann Patmaar
(T b Pusat Paleydsin Hlatawtans Pesatian
) Passtiingsirgen KitrstantDes

ELESH ZATALCAH RIMWAT FETA:

1 Ca Eanck Rzsous Tagdl (CERT Wore Wl 2 persdacmer kehen ZC1E

T ek D pnng tler sobaeiked dwi Toacbes Fifasnma Caesi (300

“babur G

oo Fergclahan dala lahon 2020 ZCE

- 'Fn_.'ih A Lo hinbnozas (3R Reclan InFon wai Ciesncieeial Shake 150 000 Tabon 2009
& Sehrslzn s L sl Babapslan Sar o lemon 202
4 Zadar Feremcanzar Pemaangunan Caeras <abupawn Zamesr BASFECS Tanun 2321
¥ Frizfann Hmem Pombanguann Do R‘abu:Parcr_r_Emninsi rPURRY Tar i 200

PEMBINA UTAMA UDA i - = !
NIP.196801€2 159009 1 003 _ . /e A Mengewahui
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR fod 7 a el BUPATI 3AMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR#eSER| F NOMOR §5% ) i = el
£ 4 ‘{f / | E ﬂﬂpl"ﬂiﬂ
e i - Sitio-tio B
' . VANDIKO T, GULTOM
i aEs [T HI] T T




W

AT

proee

LAUT _FIFF
i | =3

o
R o

IO
7
[

fgeeny

1 1\ |
| - ! Ty !
e ] Ty
X O o
S L o B
i B oy
A I | 4
T ||-..'——~— 1"
b___-'_‘lh_-.. I N =
i 1
It L’.'. "
"W | ..; I|
T
'i. _-' . I|II'
e '. ;Fi Kec. Sianjur k
7 faas s
" "KAB. SAMOSIR
!\r' ; 1 ;\\_-"_"“::_"?:-w
e 2 I':! ,J'J-}?h:l K
o =T o
i R
2T _x"rv. v:':‘ﬂ“x?- .
A AL
i s {
x }.I e F . J =
e = TR o e
'\_\-\:‘ Ul

IR

;k._ -..__‘- _\.—h:"' . ,&d_ﬁ“\.-'f g ~~_..':-__'
:. 3 'H,\ _." s __._a-' X <
. _.-.i_a" Aoar rJ“"--*"““""flcyaur_:h Harian -
|'. e T%k-: II||
Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal . 2022
S 3. DAERAH

Pangururan

J

/ Palipi

e

' Kec. |

PEMERINTAH KABUPATEMN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN 11-B
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR HUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
" SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

uauaan

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:25,000

]

(1] 08 L] zI':ln
P
Proyeks| i Universal Transveres Marcator
Sigtam Grid ; Grid Geografls den Grid UTHM Zona 47 N

Datum Herizontal : Datum WGS 1984
Daturm Vertikal | Geoid EGR 2008

I

DIAGRAM LOKAS

l
HL

Batas fdminisirasl Satos Perancanann
# Eebate Halpanoa s lalng HEDEEA = Drimd

O Eribsis Ko s — Sl Heasatie Parairan

*  bbels DemaiKituhan [

7 Feabusen dusgsl det Canau Pengemes

SR T T TATA AN FIVGEYET PT7R
1720w Fre il Rt T anggi AR Wk Wi 3 st wsarar Tabw 2048
. Patx tazar varg wlan skeneks dan Badan nlemas Sermania (205
tahn 2021
A4 Pemgredulnn duti il 2030 25001
CL Pacs Susa s inceraTe (KU Uadaninisrar Gacspanal Gkals 15000 [abun S0 Y
5. Zereta ot Dascah Kabapalen Zavocl: Tahan 2021

Drs WASTON SIMBOLON, M i e RS b el o b
PEMEINA UTAMA MUDA - Mengetahu,
NP, 19880102 1199009 1 003 BURATI anunélﬁ
RFRITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR =
TAHUN 2022 NOMORgeSERI F NOMOR 853 Kec. i Cap i Dte
- [ ; - Sitio-tio g :
VARDIKG T. GULTOM
T Lo i




Ll

Tirazase
L1

AT
L

A I

1R3EEEN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-C
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
HOMOR RS TAHUN 2022
TENTANG _
RENGANA DETAIL TATA RUANG KAYWASAN PARIWISATA
SlANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUMN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:25000
1 5 i zkm

. | Pangururan I g
fomim o F | & Proyeks| 1+ Universal Tranaverse Mercator
U W | sistem Grid  Grd Geografis dan Grid UTM Zana 47 N
N ) Datum Herizontal  Datum WSS 1984
; # ; Datum Vertkal  : Gaoid EGM 2008
L L ;| DIAGRAM LOKASI
|I"'_|__- 'E'--"ﬂ'-'.- Ll =
) =, Lt
L.”" ~44
% %
LN EE i
I 3
P el =
3{* N | : !
il .J; iz i wET i e
e e R KETERANGAN :
\\\ muikota Pamerintahan Bigtas Acminatras| Bistas Perancansan
i & butsh Kenuanikis ~--— Eitlos Kabupsten =~ B P
'“-,._‘_ s O mbsis Kazarrate —— Bains Homraien Poralran
= L e
“ad
Jdalon
e i Kl S
g mian Huia b Salurdm
e i) L) B
—— Inla Lisghunigan Gaurde”
=== Inlin Rhus
Simtem Jarivgan Enecgl
i [ ] Sarens Panybrp e St Pair
& furrkmeghh Listris Torsage b o Hoode (LT 1)
e = Biaran Undarm Tagengen Trgyi [BLTT)
i Aghvan ldam Tagangen Menargah [BUTW
i
SLIIILI AL LA ISR <L i3
Lima Saneds dmeclus |g@ il Reons Yy © perskaman Ishun SUE
& Feb Casat ang bl e skl di Sadan ntmas Beaspasiel (213
B :-'ed-:::uﬁiu-n el At 20 - 2 _
o WASTDN S|MEGLQN hﬂﬂ 2l | =1 J ] ! g 4. :‘:r F:“l."p.n?&T:;:sﬁ;ﬂfﬂ!r%ﬂmmﬁ;?ﬁwh'smd LICOCE TananzE
rs. = il o A § " :- :!rrrnnaan i nm i .vn“ LAren Samazir STann
PEMEIN& U'T-la" F-":"!"u MUDA . I-'. *’ 3 : s - E i :ﬂlleuq::'l Jrum Fs:bwaﬁa:;r;::u:ampnhﬂx:mum::: .L:I e
N|P, 19880102 199002 1 003 PP J e _/f Mengeahui,
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR [ P k. BLIPATI SAMGSIR
TAHUM 2022 NOMORSeSERI F NOMOR iy Wy & el Kec )
o f, ‘ N !
ol - il E Cap /Dt
3 VANDIKO T. GULTOM
T W CE I




wan

1 o

5%} |

HFAG

[ [!]"‘v\\i{_ J|:;|~~ 1
[
A [ _
S’ !"al N
He ok i
‘“‘-\\H\..
e
\Hu‘x
e
|
.

@-k«f' KA

B. SAMOSIR

Diundangkan di Pangururan
Padalﬂn gal 13 [ . 20

Drs WASTON SIMBOLOM MM

PEMBIMNA UTARMA MUDA

NIP. 19680102 192009 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR§¢ SERI F NOMOR 853

Kec.
Pangururan

B\ PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
) PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN 1-D
FERATURAMN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR AHUN Z(22
NG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN

: o B

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

EKALA ;126,000

0.8 1 2Km

: Universal Transversa Marcatar

1 Grid Geografis dan Grd UTM Zona 47 N

. Datum WGS 1984
 Geoid EGM 2008

ALy R

DIAGRAM LOKASI

E
M-
=

KETERANGAN :

Ibukotn Pamacinishan Bntis Adminlaires| Hatns Parncanaan’
W Bubsis K bopimnticta —Ell&l.l'.‘lu;p-ln = Batan W
T bmbaty Fecamemn —— Suinx Kemmatm Baralran

& bubch DrsMaluhin — Bl Dombiobiesntn o
Jajan
s Saan Mokl 3
Jaan Ko klar Sakandar
VI
——— Jan Urghunpat Searde
=== Jagnidhiesa

Sistem Jaringan Talekomunikas!
[E] raim Bnas: Trara sebvar Simesis 24724
w— a Jariagas Saml Cpbk

BUMESS DATa RaH RINeareT F=—a
1 SFa Gaah Resala T negl (CARTY W s » [Cradsirar lrun “os
2. P Dazzr warg eluin likor ke duii Gacdan Fifoires: Geusasiy (315
wbLnELE
1 Pesepdahin dala lahin Z-'n.-n |
* . Pz R e neer wis RO Dusfup qul.,ln'u."lCul.'ﬂuumISkq_lu 152,000 Talun 21]1‘3
4. Sminstyeay Jaeah K:hunaL..n Savonr landn sl :
i, H.acun mhﬂmn I-!rr'hann!ma,n Lasran fanucanen Eamosr HaE==1 ) fahin Jlu“
T, Fase UITU.I’ Frmlsngul ] Curist sk prsan SEirey [F'U.F‘RJ,TuIluu 2027

hiengetahui,
EUFATI SAWMOZIR

Cap (Dt

VANDIKO T. GULTCM

ur




L LT

al kTl
T

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINS! SUMATERA UTARA

B T
PERATURAN BUFAT! KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR SLUTAHUN 2022
_ TEMTANG
RENCAMA DETAIL TATA RUANG KAWABAN PARMISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN

TAHUN 2022 - 2042

11 A

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA: 1:25000
Kec, A ] af | ‘£Hm
e —

Fangururan

b Proyeksi : Universal Transverss Mercator

g Sizten Grid : Grid Geografis dan Grid UTW Zona 47 N
Datum Horizontal : Detum WGS 1884
Datum Vertikal : Geoid EGHM 2008

;‘ Hec.: Blanjur
¥ Muln—Mula

4 DIAGRAM LOKASI

b ,ﬁi;f KAB SAMOSIR

[

HETERANGAN : .
Ioukotn Parmeetntahen Sutas Administras! Bieina Parencanssn

W bubets Kabupaiendts —— Salus Kab:paoan = D
3 13 Reabei ba carmamn ——— Bty Kammalor Parairan

FThl

ATFesEn

OGS 1

"'_-, *  Bbats DrawFuimhan + -— Suing Demaikeiaanam T

s

= Jalin Xoa biar Priener
g biar Saksndar
= Jmian gkl Swrcet
— Jahin Chglusga Samnder
=== JaEmEhi

Auatan

B suar

B svacanena ingan
orri s gl Frine
- Jarnganirigesl Sehinse

.E Siatem Jfaringen Sumber Daya Alr

Diundangkan di Pangururan
Pada tan 3 0 i
Fj. &

SLKEER DETA DAt SINEYAT PETA:
<. CHrz E-alclbﬂ-c-snmleni PCEST; Wadd Wi 2 .'n:-"qkama.ﬁ @ JZH‘-:I
LN TP P W P R SR R § S T
a2
A Pangesaboroeo oior 2020 2001
El 2 Przzbon Rasgens Beoonni Beckoiession Ti0, Taesdiars |fisrnwss Coompnsnicl Sl B0 RS, Tebar 5045

5. Gmbretana: Userss dabupater Samawr shun S92
ii. Lisdan Faancanast -erberguran Uasean Eabapalsn Garon- ISAFHLOA] Labur S0g ]
T Pashr s U P v s it aly Katnealion Secnei 073 Tl 5084

Dre VUASTON SIMBOLOMN, MM
FEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19880102 199009 1 003 Mengetahus,

BERITA DAERAH KABLPATEN SAMOSIR gt e L BUPATI SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR4¢ SCRI T NOMOR 853 S 7 kba i .
g AN : i i 'a o
- #../ - S1tlr-tin i Fep
’," WVAMDIKS T, SULTOM

i3 T AT [T T




[~
i

]
Ane

122970

1nossgm
r

.‘_\:I.:!I;E;.:—.__. FE ‘ - ;.-___’__---.

J . {r-r“\-.\.__i"
E _;;-fi Kec. Ha#q,n
o IR A

o

|j|undanglcan di Fangururan

Drs. WASTON SIMBOLON. MM
PEMBINA UTAMA MUDA

sy
==

Kec.
Pangururan

o
Fiag

aar
TN

PEMERINTAH KABUPATEN 3AMOSIR
FROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-F
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR &5 TAHUN 2022
TENTANG
REMCANA DETAIL TATA RUANG KAYVASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAM HARIAN
TAHUM 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1125000
] 4 1 2 K
?‘
1 -
g Proyeksi : Universal Transverse Mercator
= Sistam Grid L Grid Geografis dan Grd UTM Zona 47 N
Datum Herizantal | Datum WGS 1284
Datum Vertkal | Geold EGM 2008
8 DIAGRAM LOKAS|

KETERANGAN :

Ibuiscin Famerintshzn Satas Adminisires| Batem Peroncanaan
W Eckeim Habusamios —— Bman Kabpaten == faie W
O Ervhots Hedemaist - — Bass Hecamalan Farmran

*=  Bukota Ceca¥mirshan +-— Saas Desa¥slazhan I Gigis i
Julsn
e |0li) R k1S Pl
Jabn o abiar Dekunder
= lat ksl Favardar
—— dake Ungiasgas, Buhange
—== ki s

Sistem Jacingan Alr Minum
ﬂ Rarguen Fepeerb Al Bk
E il Produisni

E Zansengan L pang
e SR RN TRANTRE A¥ Sa48

ETATEAE
—

ELMEER DATA ¥ RIWAYAT PETA:
T CHme Saloft Roaabid Trogl (25T Wadd Wew 3 acwkamaiiavan 2242
2 Prabi Mssr geerey ke nle Deiderczenicia M el i Tosspenl (RG]

FERRE PR .
2. Pangalabar cane =i 2020 2021
& Pl Roagins Bnnni Dadon veseion (ALY Sk [ e Csnpnsnd Sila 15020, Tl #0175
9. b elanyl Uaeia elbupaler Sansn shen 2520
B Latlan Paraimearisat =2 bergur an Ceis ol Babapsian Saers (AFELOS] B S05 ]
T I“L‘.Iﬂlinﬁh [RE i'-‘pfi'mg.rm Frzah Kakapats Sl |:PL”'F|1 Tebr rx i

MIP. 18680102 148008 1 003 Wengetan,
BERITA DAERAH KABUPATEM SAMOSIR GUERT ARG
TAHUM 2022 NOMORg§¢SERI F NOMOR 5% e '
.y d: &1
/- sitioio i g S
y 2 VANDIKG T, GULTOM
e I BLIT BT T




T W & AT
. "E PEMERINTAH KABUPATEN SAMQSIR
g I o AET N PROVINSI SUMATERA UTARA
= B “"l;(ﬁ_l«'}
g 47 = LAMPIRAN 11-G
= I [ ' FERATURAN BUPAT| KABUPATEN SAMOSIR
L s 1 W ' E NOMOR Tg STAHUN 2022
! e PN | T ENTANG
| % ] T | Vi RENGANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN FARIWISATA
Y "‘Lﬁ“mr" SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
~ - TAHUN 2022 - 2042
H}‘--—- e e !I E
= i
g e -Lf“'i“—a ] PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH
ET-:‘u L
T

U sSKALA4: 1:26,000

" _:.1_ i Kee. A ] [ 1 2 Km
” Fo| Pangururan E p— :
gﬁl e, [ K i 7| Proyeksi : Universal Transverse Marcator
i 7 Heou L | sistem Grig | Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N

| Kec.Sianjur

Datum Horlzontal ; Datum WGES 1984
Datum Vertikal : Genold EGM 2008

: DIAGRAN LOKAS|

KAB SAMOSIR

T"?'I_; - ' Mula-Mula
h"**a ;{ ?u

e Jalen bt Pt
E o Jawn Seablar Gakender

e Lobnl Surce:
——— il g s S karadil
-—= 3N KhisLE

‘Bistem Pengeialasn Alr
- Jamegan Seem Pangakysen &r Limbay Hoo
Janaakk

| —

E Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal rrfmbﬂ 2022
P|. SEMF 5. DAERAH

i

~ALMRFR NATA Tl SMWAYAT PFTA
* Gl FnlB R T FOEFTE Wk iive 7 o vhon i oo 3009
L Pl D g bl leikiisios vl L IIen s B evepus al U0
12711 2221
A Pangaiaber aaw L A - 2
PBI:I Hup bunn I"A:I‘:I'WEIH II{I.'I_I «.@d.'H.I'III'II.TIIm |;-.!'."‘|N=HJ el L, b 2T

T L e
el I_I‘.'l'l aC- R T 1l N LN Ll L

E NIP.188RO102 199008 1 003 L J = Mangetawhui;

BER'TJ‘E". D.PLEHﬁH KABUFATEM SHMDS|R .. | ; 5 23 o EBUPATI 2AMDESIR

TAHLUIN 2022 NUMGHﬂE SERI F NOMOR &£% > 4 Pl

. 8 7 Kec. 1 Cap ! Dto

2 = y - Sitio-tio £
3 | Y. VANDIKO T. GULTOM




TR Tl

Dirs MWASTON SIMBOLON MM
FEMBINA UTAMA MUDA
MIP. 19880102 199009 1 003
BERITA DAERAH HABLJFATEN SAMOSIR

i

m"ﬂ-‘u_'__' E‘.'—’.‘E. [ £ * _rl'l-h_
=
E PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
] . AT PROVINSI SUMATERA UTARA
- P = fhe | 5 T I.:‘:.:
: Ol Tt - LAMPIRAN IH
ses] B St B ] - ﬂ PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
. 1 i S NOMOR &S TAHUN 2022
! Tl =N | L VENTANG
ik Ui & RENCANA DETAIL TATA RUANG KAYASAN PARIWISATA
H_f LN @ SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
- o i | TAHUN 2022 - 2042
G e !
T &@:—_1 ! ‘ *| PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
2 = L:_ SKALA @ 1:25,000
AL Kac, 1 e —
) T Pangururan . -
EE e o 4 | 2 _;i Proyaksi i Univergal Transverse Marcator
" “..,.L | _|" Hemﬁlan}ur e Sistem Grid 1 Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
| Ml Datum Horizontal | Datum WGS 1984
% {EM A | DetumVertikal . Gecid EGM 2008
3 i ‘ﬁ : C 3 DIAGRAM LOKAS|
g i _; e
2 II 1 J
. Ej i
- & ¥ -1
g T e sy iTEEI
e = {_ il
) 7 ;
4 - L7 K
a “ Al I_.—r"-‘ I A !I |
s ol | i
2l 5 Y P
TN s KETERANGAN:
S Ibukcte Pamerinishan Betas Administres| Batas Perancanann
e [ & ket i bpamntols = iy Habopeen == utm W
'2 5“-"\__ ,l;_ 0 Erikstk Fasamamn —— HRlAR @A maia Faralran
.E: -\_x i *  bulatn Cemanirmhan o B0 DosdKabAgnan e
s oalan
14 . bl e ket D o
g —— Jam Foakar Baksndar
. — Jawn Latal e
E i Linghungan Se e
< wan i
Sistem Jaringan Fersampanan

@ ﬁ;}mnwnmu.m
[ p—r—.

TAURL_ L DALA DA HEATET Fo A
1. Gred Sl Hesayy | I L WO Wik e st e Lelir 20 1y
Z. Pesa Dazar yerg wlan =koeks dan Badan Infomas) Seamasla (SIEL
l'ﬁl'l rFoE
3 H:rmulhu Ul Tl 2020 - L
2, Peid %423 207 Incoresiz (HEL Hagan Inlomasi Secsoasal Skalz | 320000 lakur 2078
T Fesreta ar Tacrah Kahapalin Ba el Tanan 391
R BadAc TERCRRRAR FEMEARSINAN Tacray SRusae Samaar (RAMTS08 ] Tahin 2077
£, FedEnaan Umur Fembanguran Laeras dzbopeser Samosr (FURH I ahun 202t

Mengetalui,
BUPRATI 3AMOSIR

TAHUN 2022 NOMOR9 SERI F NOMOR  §535 L } ! e
e 4 Kec. ] Cap { Dte
= /7 Sitie-tio E
& VANDIKD [ GULIOM
[y i Wi WA




s

~<_KAB. SAMOSIR

il
— e

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINS| SUMATERA UTARA

LAMPIRAN Ii-1
PERATURAN BU BUPATEN SAMOSIR
NOMOR (S TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN

TAHUN 2022 - 2042

il

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

i SiALA ¢ 1:25.000
]

It Kec. 05 1 2Km
i Pangururan !
o ! .| Proyeks| i Universal Transverse Mercator
| Kec. Sianjur "~ | Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid LITM Zona 47 N
Mula-Mula Datum Horizantal : Daturm WGS 1984
" Datum Vertikal  : Gecid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

FHuY

KETERANGAN :

Mukgots Pamerintahan Eistas Aministranl Betes Parencansan
W bl Vabupabsebat i T Mebispae B R
O sl Kecarmeien o e A 18 K Cari Perairan
*  ‘uials Decafkeiatan =B DARBLRhEY e

s
Al

i . e on Kbz St
g ~ o ok T ST g
— ‘ulan Losat Sehumaer
Iadan Lisghungan Gaturdi
== ldanKhsms

Rt L1 LU 1 TR

!l Eisdem Jaringan Dralnoss

e lmrrggan ke Sakerdc
e LRI AT NAMENE TR

123

SRRANTTE MATA NAH RISSYAT "TTA
e Bl Tzl T (SRRT Waals iewe 3 gaec knnn Inin 2075
i Fela Camar yang Ishn oscnoreken dsn Jecen poormamn Gestepasel Lo
kahur 2021
B Pl v Lo sabion 2020 - 20F
g Sl el e B s 8 G Lkl Pronmnes GAevspetd Shay LIULCL, A 2208

2. Zekelanal Casran Kasusonen Zamosk Tabor 2021 .
£ Z2adan P=rercanaan P=vo3a3anan Dasrak abupaler Samasdr (EASFEDA: Taan 2321

Dre WASTON SIMBOLON, W
PEMBINA UTAMA MUDA

{0 RRAIEATT I F W I L el Babupalen S U G e 202

NIP.19680102 199008 1 003 Mangetahi
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR el
TAHUN 3622 NOMOR#SERI F MOMOR 4% _ BUPATI SAMOSIR
. I I
/- Sttiotio i Gag D
£
7 VANDIKO T, GULTCM
(e T s - Weler




[l

R

iF

f"

- f_...@- J_:'
~ ..-"
__!._-,_-""{" Ty n"‘r
"\\Hhhﬁ
-h‘ll

IIl
h

N

"'C"

ﬁamﬂlamur
Mpfa-MuIa -
‘\""—H—_._
< KAB. SAMOSIR N
- r.]“' %, ﬁl

i \

L _-i?§\ ottt 3P

ol 5
lﬁ)"l""sy/ o N}

il

T

Diundanghen di Pangururan
Pada tanggal _ 2022

Drs WASTON SIMBOLON, MM

PEMEBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680102 199008 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2622 NOMORJe SERI F NOMOR 83

Kec.

Pangururan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN l1-J
FERATURAN BU KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 FTAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN FARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAM HARIAM
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PRASAANA LAINNYA

EIALA : 1:25,000
@ 05 1 2Em
e A —
Proyeksi i Universal Transverse Marcator
Sistem Grid { Grld Geografie dan Grid UTM Zons 47 N

Datum Horlzantal : Datum WGES 1884
Datum Vertikal : Geold EGM 2008

DIAGRAM LDEAEI

v

ME

b

R
Lhec ]

KETERANGAN :

Ibukola Pemerintahan
® Bokois bzt
2 Dekots Racamaim
= bahsty CosaMsiumhan

Satas Adminisirasi
——- B Habpatin
—— Bas Ko mat
-+ Hatas Doashalozhan

Satos Pargncanasn
I Am WFE
Faralran

|50 ancan e

Jalan

e ke Haabar iR
e e Ko hiar ks
= Jan Lakal Serde
— Jiln w & S el
e L T

Shatem Janngan Prasaraen Lainnya
T raspa
@ g Eeabaes demanrs

ToTpE Evrkaml Ar
— = T Bl Baacana

ALMBER DATA QU5 RIWAYAT PETA:
CLCHeE Balelt Reschrd Trog! FEERT, WaddWew 2 astkamytands 2013
2 Pl P ey Rinl Dabnassind i B ol sasi Souspmal RG]
[ENNR|
A F=ngosbar casz =k 2020 2000
= Pxta Rupn 'kllml Isdanzala [REN, S s s E".rﬁpa‘s.m Swela o RA00, TRbLr 2017
b, bl vlangl Uaen Salupuler Samgsn gl 2021
K, IJ-:ll:I’:u PRI ] - LG T s L Ml.upul-.m ::-crrml IIJ.'«J-'I-’L..l‘\ T 2021
T P b i L Sernarenran Dasah Kan, Iﬂ“ﬁw i P-'r Trkur rl'.l.r-1

JezEd

Mangetahur,
BUFATI SAMOEIR

{‘.Ep.l! Cto

WANDIKO T. GULTOM

[T

i




k
i
=
Keo. 8 '=-'. )
Mula-Mula
E!_— R
|r |-
ol
1
Ciundangha
Pacda tanggal
Fj. SEKR ERAH
j
Drs WASTON SIMBOLCN. MK
{ PEMBINA UTAMA MUDA
o NIP 19680102 185008 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
L TAHUN 2022 NOMOR$0SERI F NOMOR #53

~rRErHE T

Kec

Pangururan

R

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINS| SUMATERA UTARA

LAMPIRAN Il
PERATURAN BU KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR (LS TAHUN 2022

_ TENTANG .
RENCAMNA DETAIL TATA RUANG HKAWASAN PARMISATA
BlANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUM 2022 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG
U SKALA: 125,000
A [ 1] 1 KM
e F—
Prayeksi : Unlversal Transverse Marcator

Sistern Grid - Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal | Datum WGS 1884
Datum Vertikal : Geaoid EGM 2008

-

raT

DIAGRAM LOKASI

Kec.
Palipi

KETERANGAN :
| skt Pesnarintahan Batea Adminietrasi Bates Parencansan
T s Kevamaiay R = - = il W0
+ bukess Cenaieimmren e s Dot Ealar BAP
Baias Bok
REMCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zanm Bodan Alr Zaru Ruang Terbuks Hijau
0 sazenai BB 1moree v
- #ana Perlindungan Setempat ] Tuman Hacamistan
R oo gen sawmpa [EET8} oo Welrzren
e AP T
FOMA ELIDE DAYA,
Znpa Baclan Jalan Zona Perdagangen dan Jesa
I 38 aken [0 Pardagaegert dan Juns S W
Zona Pertanian [f30 Fomapanger, dan Juve Sinn SWE
%1 ranasa= Fangan Zona Barans Pelayanan Lmum
1 Sarkichiran [ £FU Sl Rt
Zona Perfambangan [ =7 Sl Hakerahin
BT samabiin Pt ree Beiugn Zona Parkantoren
2o Pariwlaats W Foctoriou
] Zom Lennya
Zyna Perumahan R izt s Foagstahar ake Minuen (P
| 84 Penurahan Erpadaia Sadang Zona Perahankn dan Kesmanen
R Penimaban Kenadsing Perdn IRER Airwhanin dm Kiiimisan

RE PRITARSN B OPASILET £ANGE 0 0

T feEARaT—

BUMEFS ATA DN R esaT PETY _

* Gl SRieil Hesoue hinggl WSSRTY VT Wi 2 oemkamen b 2019

2, Paka a2 yarg elan ikaeke gan Bedan Miarmasl Goosaasial {81
lshun2ig

1, Fangashan faia lahip P26 - B0E

Calalan: e ; —— —— ;

Paks i ousan reterens resmi mangensl Garis-garks hatas adminisiras

Kec.

Sitio-tio

ALEETAT

Wengetahai,
BLPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANUIKD T GULTOM

| TR 8]

WIT
ETC P

LU ST

[l

RETRL




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 85 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Sumber Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

1 | Rencana pusat pelayanan yang memuat pusat-pusat pelayanan

Kementerian ATR/BPN
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Penyusunan Provinsi Sumatera Utara
Perwujudan Penataan dan Masterplan/RTBL
Pengembangan | Pengembangan Pusat Pelayanan Badan Perencanaan
g g g & ¥ SWP 2 APBD 1 | Pembangunan Daerah
1.1 | Pusat Pusat Kawasan Kawasan .

.. . SWP 3 APBD 2 | Kabupaten Samosir
Pelayanan Sianjur Mulamula Pariwisata Dinas Pekeriaan Umum
Kawasan (PPK) dan Harian Pushuk Buhit J

dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Kecamatan masing-masing
kawasan

dan Sibea-bea
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Waktu Pelaksanaan

Program Prioritas

Sumber
2027- 2032- 2037- Dana
2031 2036 2041

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana

Program Sub-Program
112 3 4 5

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
SWP C Provinsi Sumatera Utara
Penyusunan Badan Perencanaan
SPPK Kecamatan
Penataan dan Masterplan .. Pembangunan Daerah
Sianjurmulamula, APBD 1 .
Pengembangan Kawasan Pusat dan APBD 2 Kabupaten Samosir
Kawasan SPPK Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
SPPK Kecamatan
Kecamatan . dan Penataan Ruang
Hariah .
Kabupaten Samosir
Kecamatan masing-masing
. kawasan
Perwujudan
Pengembangan
1.2 | Sub-Pusat
Badan Perencanaan
Pelayanan Pengembangan
Pembangunan Daerah
Kawasan (SPPK) dan o
Provinsi Sumatera Utara
Pembangunan
L. Badan Perencanaan
Pasar Tradisional
Pengembangan Pembangunan Daerah
Pusat Ekonomi APBD 2 | Kabupaten Samosir
Skala Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Pengembangan Kabupaten Samosir
Pusat Pengumpul Kecamatan masing-masing
Hasil Prodiuksi kawasan
Tanaman Pangan
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Program Prioritas

Program

Pengembangan SDM

Sub-Program

Pengembangan
dan Pelatihan
BUMDESMA

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026

1,2 3 4 5

Pengembangan
dan Pelatihan
Kelompok Sadar
Wisata

Pengembangan
dan Pelatihan
Kelompok Sadar
Tani

-43-

2027-
2031

2032-
2036

2037-
2041

APBD 2

Instansi Pelaksana

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Kecamatan masing-masing
kawasan




Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-
2036

2037-

2041
1,2 3 4 5

Instansi Pelaksana

1.3

Perwujudan
Pengembangan
Pusat
Pelayanan
Lingkungan
(PPL)

Penataan dan
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Lingkungan

Pemenuhan
Fasilitas
Pelayanan
Lingkungan di
sekitar kantor
desa

PPL Ginolat

PPL Huta Gurgur
PPL Siboro

PPL Aek Sipitudai
PPL Boho

PPL Habeahan
Naburahan

PPL Sianjur
Mulamula

PPL Sarimarihit
PPL Janji
Martahan

PPL Sosor Dolok
PPL Turpuk
Limbong

PPL Turpuk
Malau

PPL Turpuk
Sagala

PPL Turpuk
Sihotang

PPL Dolok Raja
PPL Sampur Toba

APBD 2

-44-

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Kelurahan masing-masing
kawasan




Program Prioritas

Program

Rencana jaringan transportasi

Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-
2036

2037-

2041
1,2 3 4 5

Instansi Pelaksana

Perwujudan
2.1 | Jaringan

Transportasi
Sosialisasi Peraturan
Penetapan Status WP
dan Fungsi Jalan

a Perwujudan

Jaringan Jalan
Pelebaran jalan
Kolektor Sekunder iz:;a;basan WP
(Lebarl1Ometer)

-45-

APBD 2

Pemerintah Kabupaten
Samosir

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Samosir
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir

APBD 2

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Program

Sub-Program

Pembangunan
Pelebaran Dan
Perbaikan Jalan

Lokasi

WP

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041
1,2 3 4 5

Perbaikan jaringan
Jalan Lokal Primer
dan Lokal Sekunder
(Lebar 8 meter)

Pembangunan
Jaringan jalan
Lokal Primer dan
Sekunder

WP

Pemeliharaan
Jaringan jalan
Lokal Primer dan
Sekunder

WP

-46-

Instansi Pelaksana

APBD 2

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Program

Sub-Program

Pembangunan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Sumber

2022-2026
2027- 2032- 2037- Dana

2031 2036 2041
1,2 3 4 5

Instansi Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir

Jaringan jalan WP

Lingkungan
Perbaikan Jaringan
Jalan Lingkungan APBD 2
(lebar 5 meter)

Pembangunan

Jaringan jalan WP

Lingkungan
Pen.lbangunan Pe@ban@nan SWP 2 APBN
Jaringan Jalan Jaringan jalan SWP 3 APED 2
Ekowisata (3 meter) | Ekowisata

-47-

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir




Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan
Rakyat
Pemeliharaan WP APBN Dinas Pekerjaan Umum
Jembatan APBD 2 | dan Penataan Ruang

Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir

Kajian FS
Pembangunan
D
crmaga SWP 4 . .
Pengumpan Kementerian Pekerjaan
Regional Umum dan Perumahan
Perwujudan Sihotang Rakyat
. Dermaga . .
b Jaringan PengumpanRegional APBN Dinas Pekerjaan Umum
Transportasi gump R g APBD 1 | dan Penataan Ruang
- Dermaga Sihotang .
Danau Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Pembangunan .
Dermaca Kabupaten Samosir
& SWP 4
Pengumpan
Sihotang
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026

2027-
2031

2032-
2036

2037-
2041

Instansi Pelaksana

Pengembangan Halte

Kajian
Pembebesan
Lahan/Sewa
Lahan untuk
Halte

Pembangunan
Halte Wisata

Wisata
Perwujudan
c Sarana
Prasarana Jalan
Rencana
Pembangunan

Penerangan Jalan di
Jalan Kolektor dan
Lokal

Kajian
Kebutuhan
Penerangan
Jalan

Pembangunan
Penerangan
Jalan

APBN

APBD 2

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir

APBD 2

Rencana Jaringan Energi

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Perhubungan
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Peyusunan Studi

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Sumber
2027- 2032- 2037- Dana
2031 2036 2041

2022-2026

1,2 3 4 5

Instansi Pelaksana

Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
PT. Pertamina Persero
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir

WP
Kelayakan S c
Inteastraktus APBN
3.1 Minvak dan Penambahan SPBU BUMN
Y. APBD 2
Bumi
Pembangunan
SPBU SWP C
. Pemenuhan dan Bele.mja
Perwujudan . Peningkatan dan
. Pemeliharaan -
3.2 Jaringan Jaringan Distribusi Pemeliharaan WP BUMN
*“ | Distribusi kualitas jaringan APBD 2

Tenaga Listrik

Listrik Ke Seluruh
Permukiman (SUTR)

Distribusi Tenaga
Listrik
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PT. PLN Persero

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir




Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 DT Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

Belanja
Perbaikan
kualitas jaringan
Distribusi Tenaga
Listrik
Pengembangan
PLTS di kantor WP
Pemerintahan Keminterian En.ergi dlan
APBN | Persero
Pengembangan PLTS BUMN . .
Dinas Pekerjaan Umum
APBD 2
dan Penataan Ruang
Pengembangan Kabupaten Samosir
3.3 Perwujudan PLTS di SWP B
"~ | Energi Terbaru Bangu nan
Komersial
* Kementerian Energi dan
Pemeliharaan APBN i:;rr;ie; PD;};irl\;hneral
PLTHM sungai ordi SWP B BUMN . .
. A A Dinas Pekerjaan Umum
di desa hariara pintu APBD 2
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

4 | Rencana Jaringan Telekomunikasi

Studi kelayakan

tower BTS
SWP B Blok B.6 Kementerian Komunikasi
SWP C Blok C.4, dan Informatika Republik
Perwujudan Pemenuhan €3, C.6 APBN Indonesia
Jaringan Kebutuhan Jaringan BUMN | PT. PLN Persero
Telekomunikasi | Nirkabel Pelaksanaan APBD 2 | Dinas Pekerjaan Umum
pembangunan dan Penataan Ruang

fisik tower BTS Kabupaten Samosir

Pemeliharaan

tower BTS SWP A Blok A.3
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik
APBN Indonesia

BUMN PT. PLN Persero

Sosialisasi dan

P tan Si 1
enguatan Sinya Kerjasama WP

Telek iasi
clekomuniasi dengan Provider APBD 2 | Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik
Pengembangan .
Pengembangan Jarinean APBN Indonesia
J:riie an a;nf:rnet s:rratg atik dan WP BUMN | PT. PLN Persero
& . P APBD 2 | Dinas Pekerjaan Umum
Statiun
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir

5 | Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Kajian Lokasi
dan Pembebasan
Lahan untuk
Embung Sumber | WP

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Perwujudan Pengembangan Air Baku Rakyat
Bangunan : APBN Dinas Pekerjaan Umum
5.1 Penampung Sumber | Permukiman dan
Sumber Daya Mata Air Pertanian APBD 2 | dan Penataan Ruang
Air Kabupaten Samosir
Dinas Pertanian Kabupaten
Pembangunan WP Samosir
Embung
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5.2

Perwujudan
Jaringan Irigasi

Program Prioritas

Program

Pemeliharaan
Jaringan Irigasi

Sub-Program

Pemeliharaan
Bangunan Air-
Bangunan Air
Irigasi-Bangunan
Pengaman Irigasi

WP

Lokasi

Pemeliharaan
Bangunan Air-
Bangunan Air
Irigasi-Bangunan
Pelengkap Irigasi

WP

Pemeliharaan
Bangunan Air-
Bangunan Air
Irigasi-Bangunan
Pengambilan
Irigasi

WP

Pemeliharaan
Bangunan Air-
Bangunan Air
Irigasi-Bangunan
Pembuang Irigasi

WP

Pemeliharaan
Bangunan Air-
Bangunan Air
Irigasi-Bangunan
Sawah Irigasi

WP
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Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-
2036

2037-
2041

APBD 2

Instansi Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir

Dinas Pertanian Kabupaten
Samosir




Program Prioritas

Program

Sub-Program

Pemeliharaan
Bangunan Air-
Bangunan Air
Irigasi-Bangunan
Air Irigasi
Lainnya

WP

Waktu Pelaksanaan

2022-2026

2 3 4 5

Sumber

Dana

Instansi Pelaksana

Rencana Jaringan Air Minum

6,1

Perwujudan
Bangunan
Jaringan Air
Minum

Pengembangan
Intake Pengelolaan
Air Minum

Kajian Lokasi
dan Pembebasan
Lahan untuk
Intake
Pengelolaan
Sumber Air
Minum

WP

Pembangunan
Intake
Pengelolaan Air
Minum

WP

APBN
APBD 2

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
PDAM Kabupaten Samosir




Perwujudan
Jaringan Air
Minum

6,2

Program Prioritas

Program

Pemenuhan
Jaringan Air Minum

Sub-Program

Pembangunan
Jaringan
Perpipaan Air

Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026

2027-
2031

2032-
2036

2037-

2041
1,2 3 4 5

Instansi Pelaksana

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perwujudan
Pengelolaan Air
Limbah

Pembangunan MCK
Komunal

Minum keseluruh WP
k
awasal.q Dinas Pekerjaan Umum
permukiman
dan Penataan Ruang
APBD 2 .
Kabupaten Samosir
— 1 1 | | PDAM Kabupaten Samosir
Pemeliharaan
Jari
arn?gan - WP
Perpipaan Air
Minum
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Kajian Lokasi Rakyat
dan Pembebasan WP APBN Dinas Pekerjaan Umum
Lahan untuk APBD 2 | dan Penataan Ruang

MCK Komunal

Kabupaten Samosir
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Pembangunan
MCK Komunal

Lokasi

WP

1

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041
2 3 4 5

Pembagunan IPAL
Komunal/Bio Septic
Tank Setiap
Kampung

Kajian Lokasi
dan Pembebasan
Lahan untuk
IPAL
Komunal/Bio
Septic Tank

Pembangunan
IPAL
Komunal/Bio
Septic Tank

WP

Instansi Pelaksana

Rencana Jaringan Persampahan

APBN
APBD 2

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026

2027-
2031

2032-
2036

2037-
2041

Instansi Pelaksana

Perwujudan
Jaringan
Persampahan

Pendididkan,
pelatihan, dan studi
banding SDM
pengelola sampah

Penyusunan dan
sosialisasi Perda
Pengelolaan
Sampah
Berkelanjutan di
Kabupaten
Samosi

Pembangunan TPA
Harian

Penyusunan FS
TPA

Penyususnan
DED

APBN
APBD 2

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosir
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APBN
APBD 2

APBN
APBD 2

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosir

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosir




Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan
APBN Rakyat

APBD 2 | Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Kabupaten

Samosir

Konstruksi

Kajian Lokasi
dan Pembebasan
Lahan untuk TPS
3R/TPST

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Pembanguan TPS Kabupaten Samosir

WP APBD . . .
3R/TPST 2 Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosir

Pembangunan
TPS 3R/TPST
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

Pengadaan Tong

Sampah/Tempat

Sampah Kecil di WP

Kawasan

Perdesaan

Dinas Pekerjaan Umum

Penyediaan Sarana dan Penataan Ruang
Prasarana APBD 2 | Kabupaten Samosir
Persampahan Dinas Lingkungan Hidup

Kab ten S i
Pengadaan Truck abupaten Samosir

Sampah 2 Unit

Penyediaan Motor
Sampah 11 Unit

9 | Rencana Jaringan Drainase
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Program Prioritas

Program Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027- 2032-

2031 2036
1,2 3 4 5

Rehabilitas dan
pemehharaa.m WP
saluran drainase
primer
Perwujudan Peningkatan
8,1 | Drainase Jaringan Drainase
Primer Primer
Pembangunan
saluran drainase | WP
primer
Rehabilitas dan
Perwujudan Peningkatan emeliharaan
8,1 | Drainase Jaringan Drainase P . WP
saluran drainase
Sekunder Sekunder
sekunder
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2037-
2041

APBD 1
APBD 2

Instansi Pelaksana

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosi

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir

APBD 2

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Program

Sub-Program

Pembangunan
saluran drainase
Sekunder

Lokasi

WP

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-
2036

2037-

2041
1,2 3 4 5

Perwujudan
8,1 | Drainase
Tersier

Peningkatan
Jaringan Drainase
Tersier

Rehabilitas dan
pemeliharaan
saluran drainase
tersier

WP

Instansi Pelaksana

APBD 2

Pembangunan
saluran drainase
tersier

WP

Rencana Jaringan Sarana Prasarana Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

Penyediaan
papan penunjuk
jalur evakuasi
bencana.

WP

Perwujudan
Jaringan
Prasarana
Evakuasi
Bencana

Jalur Evakuasi Sosialiasasi Jalur | ., APBN | BPBN
Kebencanaan Kebencanaan APBD 2 | BPBD Kabupaten Samosir

Monitoring dan
Evaluasi
Penanggulangan
Bencana
(simulasi
peringatan dini)

WP
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

Pembangunan
Gedung
Penyelamat dan
Penyediaan
peralatan dini SWP B
kecelakaan SWP C
danau, Longsirm
dan
penangulangan

Pengembangan dan
kebakaran Hutan

Pembangunan
Prasarana dan
Sarana Evakuasi

APBN BPBN
APBD 2 | BPBD Kabupaten Samosir

bencana

Pembangunan

Hidran Air

(Penanggulangan | WP

Bencana

Kebarkaran)
B. Perwujudan Rencana Pola Ruang
1 Perwujudan Zona Lindung
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 DT Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana
2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

SWP A Blok A.1,
A2,A3,A4, A5,

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan

A.6 RakyatKementerian
p dali Monitorine d SWP B Blok B.1, ATR.BPN
1.1 Perwujudan P:nmg::fa:tjz Badan E\?;gzzlinlguaallir;as B.2, B.3, B.4, APBN Badan Perencanaan
Badan Air Air Air B.5, B.6 APBD 2 | Pembangunan Daerah

SWP C Blok C.1,
Cc.2,C.3,C.4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

Kabupaten Samosir
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

SWP A Blok A.1,
A.3,A.4,A.5,A.6

et | Swen s D e

Perwujudan Pengendalian pen h?auan B.2, B.3, B.4, Kabu ail; Samosir
1.2 | Perlindungan pemanfaatan penghy B.5, B.6 APBD 2 . P .
. Kawasan Dinas Pekerjaan Umum

Setempat sempadan sungai SWP C Blok C.1,

Sempadan dan Penataan Ruang

. C.2,C3,C4,C.6 .
Sungai. Kabupaten Samosir

SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Sosialisasi dan

Lokasi

SWP A Blok A.1,
A.3,A.4,A5, A6
SWP B Blok B.1,

Pemasangan | g g3 gy,
Plang Informasi
dalian B.5,B.6
gzrf;;l . SWP C Blok C.1,
Sungai C.2,C3,C4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
SWP A Blok A.1,
A.3,A4,A5, A6
Pengendanlian, SWP B Blok B.1,
Pengendalian penanganan dan | B.2, B.3, B.4,
pemanfaatan penghijauan B.5, B.6
sempadan Danau Kawasan SWP C Blok C.1,

Sempadan Danau

Cc.2,C.3,C.4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
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Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027- 2032-

2031 2036

2037-
2041

Instansi Pelaksana

APBD 1
APBD 2

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan rakyat
Provinsi Sumatera Utara
dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Sub-Program

Sosialisasi dan
Pemasangan
Plang Informasi
Pengendalian
Sempadan Danau

Lokasi

SWP A Blok A.1,
A.3,A.4, A5 A6
SWP B Blok B.1,
B.2, B.3, B.4,
B.5, B.6

SWP C Blok C.1,
C.2,C.3,C.4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027- 2032-

2031 2036

Sumber

2037- Dana
2041

Instansi Pelaksana
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

SWP A Blok A.1,
A3,A4,A5,A6

Pengendanlian, Dinas Pekerjaan Umum
& SWP B Blok B.1, )
. penanganan dan dan Perumahan rakyat

Pengendalian . B.2, B.3, B.4, L

penghijauan APBD 1 | Provinsi Sumatera Utara
pemanfaatan B.5, B.6 . .

Kawasan APBD 2 | dan Dinas Pekerjaan
sempadan Danau SWP C Blok C.1,

Sempadan Mata Umum dan Penataan

. C.2,C.3,C4,C.6 .
Air Ruang Kabupaten Samosir

SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

SWP A Blok A.1,

Sosialisasi d A.3,A4,A5 A6

PZ:;:ZTI nan SWP B Blok B.1,

840 1 B2, B3, B4,

Plang Informasi

P dali B.5, B.6

Serfend o w | SWPCBlokC.1,

o PR TSR c2,c.3,c4,C6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
SWP A Blok A.1, Dinas Pekerjaan Umum
A3,A4,A5 A6

Pembangunan dan Perumahan rakyat

. . . SWP B Blok B.1, ..
Normalisasi Sungai | Penangkap B2 B.3. B.4 APBD 1 | Provinsi Sumatera Utara
(nama sungai) Sedimen di hilir B' 5’ B' 6, o APBD 2 | dan Dinas Pekerjaan

e S U o et

C.2,C.3,C.4, C.6 uang Babupate o8
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

1

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041
2 3 4 5

Pelibatan
Masyrakat untuk
menjaga
Sempadan
Sungai

SWP A Blok A.1,
A.3,A.4,A5, A6
SWP B Blok B.1,
B.2, B.3, B.4,
B.5, B.6

SWP C Blok C.1,
C.2,C.3,C.4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

Instansi Pelaksana
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APBD 1
APBD 2

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan rakyat
Provinsi Sumatera Utara
dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Samosir




Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

Pembebasan SWP A
Lahan RTH SWP B
Taman Kota SWP C
(RTH-1) SWP D
Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan rakyat
Perwujudan Penyediaan dan Pr.ovinsi. Sumatera U‘Fara
1.2 | Ruang Terbuka Pembangunan RTH APBD 1 | Dinas Llngkungan. Hidup
Hijau Taman Skala Kota APBD 2 | Kabupaten Samosir dan
(RTH-1) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Penyusunan SWP A
Master Plan RTH | SWP B
Taman Kota SWP C
(RTH-1) SWP D
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

SWP A
Pembangunan SWP B
RTH Taman Kota
(RTH-1) SWP €
SWP D
Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan rakyat
Penyediaan dan izr;l;rfl;?sn SWP A Provinsi Sumatera Utara
Pembangunan RTH Taman SWP B APBD 1 | Dinas Lingkungan Hidup
Taman Kecamatan Kecamatan (RTH- SWP C APBD 2 | Kabupaten Samosir dan
(RTH-3) 3) SWP D Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

Dinas Pekerjaan Umum
Penyusunan dan Perumahan rakyat
Master Plan RTH SWP A Provinsi Sumatera Utara
Taman SWP B APBD 1 | Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan (RTH- SWP C APBD 2 | Kabupaten Samosir dan
3) SWP D Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan rakyat
Pembangunan SWP A Provinsi Sumatera Utara
RTH RTH Taman | SWPB APBD Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan (RTH- | SWP C Kabupaten Samosir dan
3) SWP D Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

Target SWP A
SWP B

Koo+ | swee
’ SWP D

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Samosir
Pemenuhan Pem(-::nuhan RTH 4% Badan Perencanaan
kecukupan RTH Publik Tahap 1 APED 2 Pembangunan Daerah
Kawasan Pemenuhan RTH o Kabupaten Samosir dan
Perencanaan Publik Tahap 2 4% Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Pemenuhan RTH 4% Kabupaten Samosir.
Publik Tahap 3
Pemenuhan RTH
. 4%
Publik Tahap 4
Pemenuhan RTH 4%
Publik Tahap 5

2 | Perrwujudan Kawasan Budidaya
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana
2031 2036 2041

Program Sub-Program

Identifikasi
Batasan Badan Dinas Pekerjaan Umum
Jalan dan Penataan Ruang
Pemanfaatan dan SWP A g:)c;/:rllsli:’esrl;;ncjz:;: i
2.1 Perwujudan Pengendalian Badan SWP B APBD 1 Pembangunan Daerah
Badan Jalan SWP C APBD 2 .
Jalan Kabupaten Samosir
SWP D . .
Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum
Pemanfaatan dan Penataan Ruang
Badan Jalan Kabupaten Samosir
SWP A Blok A.1,
A2,A3,A4 A5,
A.6
Perwujudan Pengembangan Pengembangan SWP B Blok B.1, APBN K'ementerian 'Pertanian
2.2 | Zona Tanaman Tanaman Pangan Tanaman Pangan B.2, B.3, B.4, B.5 APBD 2 Dinas Pertanian dan
Pangan SWP C Blok C.1, Pangan Kabupaten Samosir
C2,C3,C4,Co6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

pengembangan
sumber air baku
teknis irigasi

Lokasi

SWP A Blok A.1,
A2,A3,A4, A5,
A.6

SWP B Blok B.1,
B.2,B.3, B.4,B.5
SWP C Blok C.1,
C.2,C3,CH4,Co6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

Pengelolaan
Penyediaan Benih

SWP A Blok A.1,
A.2,A.3,A.4, A5,
A.6

SWP B Blok B.1,
B.2, B.3,B.4, B.5
SWP C Blok C.1,
C.2,C.3,C.4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
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Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-
2036

2037-

2041
1,2 3 4 5

Instansi Pelaksana

Kementerian Pertanian

APBN
Dinas Pertanian dan
APBD 2 .
Pangan Kabupaten Samosir
ey | Sementeen Ferenin
APBD 2

Pangan Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Pengadaan
pendukung air
baku pertanian,
berupa : sumur
pertanian,
perpipaan
pertanian,
perpipaan rakyat

SWP A Blok A.1,
A2,A3,A4, A5,
A.6

SWP B Blok B.1,
B.2,B.3,B.4,B.5
SWP C Blok C.1,
C2,C3,C4,Co
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

Pengembangan
Perkebunan

Penyediaan Benih
Unggul

SWP A Blok A.1,
A.2,A.3,A.4, A5,
A.6

SWP B Blok B.1,
B.2, B.3,B.4, B.5
SWP C Blok C.1,
C.2,C.3,C.4,C.6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

Produktivitas
Hasil Kebun

SWP A Blok A.1,
A2,A3,A4, A5,
A.6

SWP B Blok B.1,
B.2,B.3,B.4,B.5
SWP C Blok C.1,
C2,C3,CH4,Co6
SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5
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2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-
2031 2036 2041
APBN K.ementenan .Pertaman
Dinas Pertanian dan
APBD 2 .
Pangan Kabupaten Samosir
APBED 2 Dinas Pertanian dan .
Pangan Kabupaten Samosir
APED 2 Dinas Pertanian dan .
Pangan Kabupaten Samosir




2.3

Perwujudan
Zona Pariwisata

Program Prioritas

Program Sub-Program

Penyusunan
Ripparda
Kabupaten
Samosir mengacu
dokumen ITMP

Review dan revisi

Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026

2027-
2031

2032-
2036

2037-

2041
1,2 3 4 5

APBD 2

Instansi Pelaksana

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

rencana tata ruang

Fasilitasi dan
asistensi dan
supervisi
penyusunan
RIPPARDA

APBN
APBD 2

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Kemendagri

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Saomsir

Penyusunan
Penataan zona
Masterplan Zona .
. wisata alam
Wisata

WP

APBN
APBD 2

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabuapaten
Samosir
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Program Prioritas

Program Sub-Program

Penataan zona
wisata budaya

Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041
1,2 3 4 5

Penataan zona

wisata geopark

. . . WP
wisata religius
Penataaan zona

. WP
wisata buatan
Penataan zona

WP
agro
Penataan zona

WP

Sumber
Dana

Instansi Pelaksana
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Program Prioritas

Program

Pengembangan
Pendukung
Pariwisata

Sub-Program

Pembangunan
pengembangan
desa wisata

Lokasi

SWP A Blok A.3
SWP B Blok B.1,
B.2,B.6

SWP C Blok C.4
SWP D Blok D.2,
D.3,D.5

2027-
2031

Waktu Pelaksanaan

Sumber

2022-2026
Dana

2032-
2036

2037-
2041

APBN
APBD 2

Pembangunan
Tourism
Information
Center (TIC)

SWP A Blok A.3
SWP B Blok B.1,
B.2, B.6

SWP C Blok C.4
SWP D Blok D.2,
D.3,D.5

APBN
APBD 2
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Instansi Pelaksana

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Sub-Program

Pengelolaan
Pariwisata

Lokasi

SWP A Blok A.3
SWP B Blok B.1,
B.2, B.6

SWP C Blok C.4
SWP D Blok D.2,
D.3,D.5

1

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-
2036

2037-

2041
2 3 4 5

Pengembangan
usaha Oleh-Oleh

SWP A Blok A.3
SWP B Blok B.1,
B.2,B.6

SWP C Blok C.4
SWP D Blok D.2,
D.3,D.5

APBN
APBD 2

Instansi Pelaksana

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

Pembangunan
menyangkut
pendukung
pariwisata
lainnya

SWP A Blok A.3
SWP B Blok B.1,
B.2, B.6

SWP C Blok C.4
SWP D Blok D.2,
D.3,D.5

APBD 2

APBN
APBD 2

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

1,2 3 4 5

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

APBN
APBD 2
SWASTA

Pengembangan
Hotel Bitang 5

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir
Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

APBN
APBD 2
SWASTA

Pengembangan
Homestay

APBN
APBD 2
SWASTA

Pengembangan Pelatihan tenaga
Kualitas SDM kesenian dan
Pariwisata kebudayaan
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Sumber
2027- 2032- 2037- Dana
2031 2036 2041

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana

Program Sub-Program

1,2 3 4 5

Pelatihan produk
lokal wisata
masyarakat
(Kerajinan
tangan)

Pelatihan
masyarakat
untuk berbahasa
asing

Pembangunan
SMK Pariwisata
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APBN
APBD 2
SWASTA

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

APBN
APBD 2
SWASTA

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

APBN
APBD 2
SWASTA

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Samosir

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir




Program Prioritas

Program

Pengembangan
Bangunan Pariwisata

Sub-Program

Pemeliharaan
bangunan
Museum Geopark

Lokasi

1

Waktu Pelaksanaan

2022-2026
2027-

2031

2032-

2036
2 3 4 5

2037-
2041

Sumber
Dana

APBN

Instansi Pelaksana

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

APBD 2

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabuapaten
Samosir

Pembangunan
bangunan
pertunjukan
kesenian dan
budaya
SWP A Blok A.2,
A3,A4,A5 A6
SWP B Blok B.1,
Perwujudan Pengembangan Penyusunan B.2
2.4 | Zona Perumahan Rencana Induk SWP C Blok C.1,
Perumahan Kepadatan Sedang Permukiman C.2,C.3,C.4,
C.5,C.6

SWP D Blok D.1,
D.2

APBD 2

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

SWP A Blok A.2,
A3,A4,A5,A6
SWP B Blok B.1,

Waktu Pelaksanaan

2022-2026 LTI

2027- 2032- 2037-
2031 2036 2041

Instansi Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum

Penyediaan B.2 dan Penataan Ruang
Rumah Sangat SWP C Blok C.1, APBD 2 | Kabupaten Samosir
Sederhana C.2, C.3, C.4, Dinas Pertanahan
C.5,C.6 Kabupaten Samosir
SWP D Blok D.1,
D.2
SWP A Blok A.3,
A5 . .
SWP B Blok B.1, Dinas Pekerjaan Umum
Pengembangan Penyusunan B.2. B3 B.4 dan Penataan Ruang
Perumahan Rencana Induk O APBD 2 | Kabupaten Samosir
. SWP C Blok C.4, .
Kepadatan Rendah Permukiman C.5.C.6 Dinas Pertanahan
SWP D Blok D.2, Kabupaten Samosir
D.3,D.5
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Program Prioritas

Program

Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026 LTI

2027-
2031

2032-
2036

2037-
2041

Instansi Pelaksana

SWP B Blok B.4, . .
Dinas Pekerjaan Umum
Pengembangan B.5, B.6 dan Penataan Ruan
Perumahan SWP C Blok C.4, . &
APBD 2 | Kabupaten Samosir
Kepadatan Sangat C.5, C.6 Dinas Pertanahan
Rendah SWP D Blok D.2, Kabupaten Samosir
D.3, D.4 P
SWP A Dinas pekerjaan umum dan
SPU Skala SWP B perumahan rakyat
Wilayah SWP C APBD 2 | Kabupaten Samosir
Perencanaan Dinas Pertanahan
SWP D .
Kabupaten Samosir
Perwujudan
2.5 Zona Sarana Pengelolaan dan
"~ | Pelayanan Pemeliharaan SPU Pemenuhan SWP A Blok A.1,
Umum Kebutuhan listrik | A.3 . .
SWP B Blok B.3, Dinas pekerjaan umum dan
B.4 B.5. B.6 perumahan rakyat
IO APBD K: i
SWP C Blok C.1, 2 gbupaten Samosir
Co C4 Dinas Pertanahan
Pemenuhan SWP D Blok D.1, Kabupaten Samosir
Kebutuhan D.2,D.3,D.5
lakses internet
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 Instansi Pelaksana
2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

Program Sub-Program

Pemenuhan
Kebutuhan
sarana olahraga

Pemenuhan
Kebutuhan lair
bersih dan

sanitasi

Pemeliharaan
bangunan

SWP A
SPU Kesehatan SWP B
Skala Kecamatan | SWP C
SWP D
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Program Prioritas

Program Sub-Program

Pemenuhan
Kebutuhan listrik

Pemenuhan
Kebutuhan
lakses internet

Pemenuhan
Kebutuhan
sarana olahraga

Lokasi

SWP A Blok A.1,
A2,A3

SWP B Blok B.1,
B.2, B.3

SWP C Blok C.1,
c.2,C.4

SWP D Blok D.1,
D.2,D.3,D.5

Waktu Pelaksanaan

2022-2026 LTI

2027- 2032- 2037-

2031 2036 2041

APBD 2

Instansi Pelaksana

Dinas pekerjaan umum dan
perumahan rakyat
Kabupaten Samosir

Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

APBD 2

Dinas pekerjaan umum dan
perumahan rakyat
Kabupaten Samosir

Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir

APBD 2

Dinas pekerjaan umum dan
perumahan rakyat
Kabupaten Samosir

Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037-
2031 2036 2041

Program Sub-Program

Dinas pekerjaan umum dan
Pemenuhan SWP A ph J kvat
. erumahan rakya
Kebutuhan lair SWP B P Y .
. APBD 2 | Kabupaten Samosir
bersih dan SWP C .
e . Dinas Pertanahan
sanitasi SWP D .
Kabupaten Samosir
. Dinas pekerjaan umum dan
Pemeliharaan p J
APBD 2 | perumahan rakyat
bangunan .
Kabupaten Samosir
SWP A Dinas Pekerjaan Umum
Perwujudan Pengembangan dan Penataan Ruan
J g g Pembangunan SWP B APBD 1 . &
2.6 | Perdagangan Perdagangan dan . Kabupaten Samosir
Ruko tematik SWP C APBD 2 .
dan Jasa Jasa Skala WP Dinas Pertanahan
SWP D .
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas

Program Sub-Program

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

2022-2026 LTI

2027- 2032- 2037-
2031 2036 2041

Instansi Pelaksana

Pengembangan Dinas Lingkungan. Hidup
dan Kabupaten Samosir
APBD 2 | Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan
. dan Penataan Ruang
Pusat Kuliner .
Kabupaten Samosir
Di Lingk Hid
Penataan sarana tnas uing ungan. 1eup
rasarana Kabupaten Samosir
P APBD 2 | Dinas Pekerjaan Umum
pendukung
. dan Penataan Ruang
(Pedestrian) .
Kabupaten Samosir
Penyediaan RTH APED 2 Dinas Lingkungan Hidup
Publik Kabupaten Samosir

-91-




Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037- Dana

Program Sub-Program 2031 2036 2041

Dinas Pekerjaan Umum
APBD 2 | dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir

Penyediaan
Lahan Parkir

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan

SWP A APBN Umum dan Peurmahan
Perdagangan dan Pengembangan SWP B APBD 1 Rakyat
Jasa skala SWP Rest Area Wisata | SWP C APED 2 Dinas Pekerjaan Umum
SWP D dan Penataan Ruang

Kabupaten Samosir
Dinas Pertanahan
Kabupaten Samosir
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Program Prioritas Waktu Pelaksanaan

Lokasi 2022-2026 LTI Instansi Pelaksana

2027- 2032- 2037-
2031 2036 2041

Program Sub-Program

SWP A Blok A.2, gzrrizrslﬁtah Kabupaten
P A.3,A4,A5 A6 . .
Perwujudan enyusunan ! ’ ! Dinas Pekerjaan Umum
Pengembangan masterplan SWP B Blok B.1,
2,7 | Zona APBD 2 | dan Penataan Ruang
KawasanPerkantoran | kawasan B.2 .
Perkantoran Kabupaten Samosir
perkantoran SWP C Blok C.1 Dinas Pertanahan
SWP D Blok D.2 .
Kabupaten Samosir
Dinas Pekerjaan Umum
P R
Zona Pemeliharaan kantor SWP A Blok A.2, dan Penataan ua.ng
2.8 | Pertahanan olisi dan koramil dan A4 APBD 2 | Kabupaten Samosir
Dan Keamanan | P ’ POLDA
KORAMIL

Diundangkan di Pangururan . .
Pada tanggal 2 éﬂw | 2022 Ditetapkan di Pangururan

Pl & Pada tanggal 16 Nopember 2022

- &|§' f Mengetahui,

BUPATI SAMOSIR
Drs. WASTON SIMBOLON,MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680102 198009 1 003 Cap / Dto
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2022 NOMORg¢SERI F NOMOR  §5% 93- VANDIKO T. GULTOM

RAl




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 85 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

TABEL MATRIX ITBX

Keterangan
T1 Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk
kegiatan tertentu yang diusulkan bangunan tidak boleh permanen. Waktu Operasional antara 10.00 WIB - 17.00 WIB
T2 pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi
pemanfaatan ruang di sekitarnya
T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh
diljinkan atau diljinkan terbatas dengan pertimbanganpertimbangan khusus yaitu jarak interval maupun kuantitas

Harus memiliki ijin sesuai kebutuhan dinas dengan ketentuan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Pengenaan Disinsentif dampak pembangunan diwajibkan menyediakan tempat parkir, menambah luas RTH, dan memperlebar pedestrian.

Diwajibkan menyediakan Ruang untuk Pemenuhan SPU (sarana prasarana umum)

Penentuan lokasi pemanfaatan ruang dalam kavling

Sudah terdapat bangunan eksisting (tidak merubah struktur bangunan), tidak boleh menambah unit baru hanya diperbolehkan renovasi dan pengembangan

Kepemilikan Lahan Pribadi yang dikhususkan untuk pemakaman pribadi

No.

Kode
KBLI
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Minum (IPAM)




No. lé%?j Kegiatan
1 | 0112 | pertanian padi
2 | 0113 | pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
3 0116 | pertanian tanaman berserat
4 | 0019 | pertanian tanaman semusim lainnya
5 | 0128 perkebl:man tanaman rempgh - rempah,
aromatik/penyegar, narkotik dan obat
6 | 0129 | perkebunan tanaman tahunan lainnya
7 1 0130 pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan
tanaman
8 | 0141 | peternakan sapi dan kerbau
9 | 0144 | peternakan domba dan kambing
10 | 0146 | peternakan unggas
11 | 0161 | jasa penunjang pertanian
12 | 0162 | jasa penunjang peternakan
13 | 0163 | jasa pasca panen
14 | 0164 | pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
15 | 0211 | pemanfaatan hutan tanaman
16 | 0212 | pemanfaatan hutan alam
17 | 0213 | pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Zona Badan Air

Taman Kota

Kecamatan

Kelurahan

Jalur Hijau

KAWASAN BUDIDAYA

R-3

R-4
R-5

Tanaman Pangan

Perkebunan
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Peruntukan
Batuan

Pertambangan

Pariwisata Utama

Perumahan
Kepadatan Rendah

Perumahan
Kepadatan Sangat

Rendah
Perumahan
Kepadatan Sedang
Sarana Prasarana
Umum Skala
Kecamatan
Sarana Prasarana

Umum Skala
Kelurahan
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18 | 0214 | pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan
19 | 0220 | pemanenan dan pemungutan kayu
20 | 0240 | jasa penunjang kehutanan
Industri Pengelolaan
Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging
21 | 1011
Bukan Unggas
22 | 1012 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging
Unggas
Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging
23 | 1013
dan Unggas
24 | 1033 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
Industri Penggilingan Serelia dan Biji-bijan Lainnya
25 | 1061
(Bukan Beras dan Jagung)
Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri
26 | 1063
Tepung Beras Dan Jagung
27 | 1062 Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras dan
Jagung)
28 | 3100 | Industri Furnitur
Pengadaan Listrik, Gas dan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
29 | 3511 | Penyediaan Tenaga Listrik I I I I I I I I
30 | 3811 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya n I I I I I I I I
31 | 3821 | Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya n I I I I I I I I

Konstruksi
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32 | 4101 | Konstruksi Gedung B5 B3
33 | 4220 | Konstruksi Jaringan Irigasi, komunikasi dan limbah I I
34 | 4291 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
35 | 4292 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya
36 | 4321 | Instalasi Sistem Kelistrikan I I
Aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor
37 | 4520 | Reparasi dan Perawatan Mobil T;'T
. . T1,T
38 | 4530 | Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil 2
Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor T1,T
39 | 4540 .
dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya 2
40 | 4610 Perdagangan Besar Atas dasar balas jasa (fee) atau T1,T
kontrak 2
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup T1,T
41 | 4620 .
Lainnya 2
Perdagagan besar bahan makanan dan minuman hasil T1,T
42 | 4631 .
pertanian 2
Perdagangan besar bahan makanan dan minuman T1,T
43 | 4632 . .
hasil peternakan dan perikanan 2
Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya T1,T
44 | 4633
dan tembakau 2
. . . T1,T
45 | 4641 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki 2

2
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4642 Peradagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan T1,T | T1,T T1.T2
dan penerbitan 2
. . T1,T
4644 | perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik
48 | 4649 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH
TANGGA LAINNYA
Perdagangan besar komputer, perlengkapan
49 | 4651 . .
komputer dan piranti lunak
50 | 4652 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan
Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya
51 | 4653 Perdagangan Besar Mesm, Peralatan dan
Perlengkapan Pertanian
52 | 4663 Perdagangan besar bahan dan perlengkapan
bangunan
53 | 4690 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
54 | 4711 Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan,
Minuman Atau Tembakau di Toko
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang
55 | 4719 | Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan
Tembakau di Toko
56 | 4721 Perfiagangap eceran khusus komoditi makanan dari
hasil pertanian
57 | 4722 | Perdagangan Eceran Khusus minuman di Toko
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58 | 4721 Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di T2
Toko
59 | 4724 f:li'gagangan Eceran Khusu makanan hasil industri di
60 | 4730 Perdagangan Eceran khusus bahan bakar kendaraan ‘
bermotor
Perdagangan eceran khusus komputer dan
61 | 4741 | perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan
telekomunikasi
62 | 4751 | Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko ‘
63 | 4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan
bangunan, cat dan kaca di Toko
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET,
64 | 4753 | PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI
DI TOKO
Perdagangan Eceran khusus furnitur, peralatan listrik
65 | 4759 | rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan
rumah tangga lainnya di toko
66 | 4761 perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil
pencetakan dan penerbitan di toko
67 | 4772 perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi,
alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko
68 | 4773 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di _ ‘
toko
69 | 4774 | Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko ‘
70 | 4775 | Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan
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hewan ternak
Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias,
71 | 4776 Pupuk dan YBDI di Toko T2
perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar
72 | 4777 | (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar
untuk kendaraan bermotor di toko
73 | 4778 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di
Toko
74 | 4779 | Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi
75 | 4781 ) .
hasil pertanian
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan,
76 | 4782 | minuman dan produk tembakau hasil industri
pengolahan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil,
77 | 4783 : .
pakaian dan alas kaki
78 | 4784 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan
kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi
79 | 4785 Pe.rdag_angan eceran kaki lima dan los pasar barang
pribadi
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
80 | 4786
perlengkapan rumah tangga
81 | 4791 _Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau
internet
82 | 4792 Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau
Kontrak
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Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan
83 | 4799 .
los pasar lainnya
84 | 4921 | Angkutan Bus dalam trayek
85 | 4922 | Angkutan Bus Tidak Dalam trayek
86 | 4930 | Angkutan melalui saluran pipa
87 | 4941 Angkutan darat bukan bus untuk penumpang dalam
trayek
88 | 4942 | Angkutan darat lainnya untuk penumpang
89 | 4943 | Angkutan darat untuk barang
90 | 5210 | Pergudangan dan penyimpanan
91 | 5221 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat
92 | 5229 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya
93 | 5310 | Aktivitas Pos
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Aktifitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

94 | 5511 | Hotel bintang

95 | 5512 | Hotel Melati ‘

96 | 5513 | pondok Wisata ‘

97 | 5519 | Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya ‘

98 | 5590 | Penyediaan akomodasi lainnya ‘

99 | 5610 | Restoran dan penyediaan makanan keliling

100 5621 | Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering) ‘

110 5629 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ‘

10 . .

2 5630 | Penyediaan Minuman

130 6110 | Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel |

14_0 6120 | Aktivitas Telekomuikasi Tanpa Kabel |

10 o

5 6191 | Jasa Nilai Tambah Telepon I

10 | 6192 | Jasa Multimedi |
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7 6199 | Aktivitas telekomunikasi lainya YTDL
180 6201 | Aktivitas Pemrograman Komputer
10 Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen
6202 -

9 fasilitas komputer

11 Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer
6202 .

0 lainnya

111 6311 | Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi

121 6312 | Portal WEB dan/atau Platform Digital

131 6399 | Aktivitas jasa informasi lainnya ydtl

14_1 6412 | Bank Umum

11 6413 Bank Perkreditas Rakyat dan Bank Pembiayaan

5 Rakyat Syariah

161 6414 | Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

171 6415 | Lembaga Keuangan Mikro

181 6430 | Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis

11 | 6440 | Otoritas Jasa Keuangan (O]K)
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13 .
0 6820 | Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
13 -
1 6910 | Aktivitas Hukum
13 Aktivitas akuntansi, pembukuan dan
6920 : -
2 pemeriksa;konsultasi pajak
133 7010 | Aktivitas Kantor Pusat
14_3 7020 | Aktivitas Konsultasi Manajemen
13 Aktivitas arsitektur dan keinsinyuranserta konsultasi
7110 : .
5 teknis ybdi
163 7120 | Analisis dan Uji Teknis
13 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam
7210 : .
7 dan ilmu teknologi dan rekayasa
13 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
7220 . .
8 sosial dan humaniora
193 7320 | Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
14 - . .
0 7411 | Aktivitas Desain Industri
14 - . .
1 7412 | Aktivitas Desain Interior
14 | 7413 | Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis
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3 7414 | Aktivitas Desain Konten Kreatif
14 . .
4 7420 | Aktivitas Fotografi
14 Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau
7431 . - .
5 pelatihan berbasis kompetensi
164 7432 | Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel Independen
14 -
7 7500 | Aktivitas kesehatan Hewan
14 7710 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
8 Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
14 Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak
7721 . .
9 opsi alat rekreasi dan olahraga
15 7792 Aktivitas Penyewaan kaset video,CD,VCD/DVD dan
0 sejenisnya
15 7729 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak
1 opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ydtl
15 Aktivitas Penyewaan dan Sewa guna tanpa hak opsi
7731 .
2 alat transportasi
15 Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi
7732 : . - .
3 mesin dan peralatan industri kreatif
15 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna tanpa hak opsi
7739 . ) .
4 mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya




Kode .
No. KBLI Kegiatan
15 7740 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial,
5 bukan karya hak cipta
165 7810 | Aktivitas Penempatan tenaga kerja
175 7820 | Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
15 Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen
7830 : .
8 fungsi sumber daya manusia
195 7841 | Pelatihan kerja pemerintah
16 . .
0 7842 | Pelatihan kerja swasta
116 7843 | Pelatihan Kerja Perusahaan
16 - .
2 7911 | Aktivitas Agen Perjalanan
16 - . .
3 7912 | Aktivitas Biro Perjalanan
146 7991 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
16 Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji
7992
5 Khusus
166 8110 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
176 8121 | Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi
186 8129 | Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata

Zona Badan Air

Taman Kota

Kecamatan

Kelurahan

Jalur Hijau

KAWASAN BUDIDAYA

R-3

R-4
R-5

Tanaman Pangan

Perkebunan
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Peruntukan
Pertambangan

Batuan

Pariwisata Utama

Perumahan
Kepadatan Rendah

Perumahan
Kepadatan Sangat

Rendah
Perumahan
Kepadatan Sedang
Sarana Prasarana
Umum Skala
Kecamatan
Sarana Prasarana

Umum Skala
Kelurahan

Perdagangan dan

jasa skala WP

Zona Perkantoran

Minum (IPAM)




Zona Badan Air
Taman Kota

Kecamatan

Kelurahan

Jalur Hijau

KAWASAN BUDIDAYA

R-3

R-4
R-5

Tanaman Pangan
Perkebunan
Peruntukan

Pertambangan
Batuan

Pariwisata Utama

Perumahan
Kepadatan Rendah

Perumahan
Kepadatan Sangat
Rendah
Perumahan
Kepadatan Sedang
Sarana Prasarana
Umum Skala
Kecamatan
Sarana Prasarana
Umum Skala
Kelurahan

I

-3
N

-
N
-
N

-3
N

-
N
-
N

H

N

H
N

AKktifitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kode .
No. KBLI Kegiatan
16 S
9 8130 | Jasa Informasi Pariwisata
107 8211 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
117 8219 | Jasa pramuwisata dan interpreter wisata
17 .
2 8230 | Jasa Pramuwisata
17 . .
3 8292 | Jasa interpreter wisata
14_7 8299 | Jasareservasilainnya ybdi ytdl
17 . L . .
5 8411 | Kegiatan Administrasi Pemerintahan ‘
17 Adiministrasi pelayanan pemerintah bidang
6 8412 | kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan
sosial lain bukan jaminan sosial
17 Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk menciptakan
8413 2 . .
7 efisiensi produksi dan bisnis
187 8422 | Pertahanan dan keamanan
197 8423 | Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
18 . . .
0 8430 | Jaminan Sosial Wajib

Aktifitas Pendidikan

Perdagangan dan

jasa skala WP

Zona Perkantoran

Minum (IPAM)
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18 - . T2, T2,
1 8511 | Pendidikan Dasar Pemerintah T3 T3 T2, T3
18 - T2, T2,
2 8512 | Pendidikan Dasar Swasta T3 T3 T2, T3
18 - e T2, T2,
3 8513 | Pendidikan Anak usia dini T3 T3 T2, T3
18 satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia T2, T2,
4 e dini dan pendidikan dasar T3 T3 T2, T3
18 8515 pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan T2, T2, T2 T3
5 islam anak usia dini dan dasar T3 T3 !
18 s o T2, T2,
6 8516 | pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar T3 T3 T2, T3
178 8521 | pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah ',II%' "11“?;' T2, T3
18 L . T2, T2,
3 8522 | pendidikan menengah atas/aliyah swasta T3 T3 T2, T3
18 pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah T2, T2,
9 e kejuruan pemerintah T3 T3 T2, T3
19 8524 pepdldlkan menengah kejuruan dan teknis/aliyah T2, T2, T2, T3
0 kejuruan swasta T3 T3
19 . . - T2, T2,
1 8525 | satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah T3 T3 T2, T3
19 L T2, T2,
2 8526 | pendidikan pesantren menengah T3 T3 T2, T3
19 L T2, T2,
3 8527 | pendidikan keagamaan menengah T3 T3 T2, T3
19 - . T2, T2,
4 8541 | Pendidikan Olahraga dan Rekreasi T3 T3 T2, T3
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19 - T2, T2,
5 8542 | Pendidikan Kebudayaan T3 T3 T2, T3
19 L . . T2, T2,
6 8543 | Pendidikan Lainnya Pemerintah T3 T3 T2, T3
19 SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN T2, T2,
7 B NONFORMAL T3 T3 T2, T3
19 8545 pe.ndldlkan pesantren dan pendidikan keagamaan T2, T2, T2, T3
8 lainnya T3 T3
19 - . T2,
9 8549 | Pendidikan Lainnya ydtl T3 T2, T3
20 . .
0 8610 | Aktivitas Rumah Sakit T2, T3
210 8620 | Aktivitas Praktik Dokter dan dokter gigi T2, T3
220 8690 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan manusia lainnya T2, T3
20 Aktivitas Sosial didalam panti untuk perawatan dan T2, T2,
3 ol pemulihan kesehatan T3 T3 T2, T3
20 Aktivitas sosial didalam panti untuk lanjut usia dan T2, T2,
4 S penyandang disabilitas T3 T3 iz
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20 8790 | Aktivitas sosial didalam panti lainnya ytdl 12, T2, T2, T3
5 T3 T3
20 Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan T2, T2,
6 8810 penyandang disabilitas T3 T3 T2, T3
20 . . T2,
" 8891 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana T3 T2, T3
20 . . S
8 8899 | Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl
Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
290 9311 | Pengelolaan Fasilitas Olahraga I I I I
201 9312 | Aktivitas Klub Olahraga 'gé' T2 T2 T2
21 . : . T2,
1 9319 | Aktivitas Lainnya yang berkaitan dengan olahraga T3 I I I
221 9321 | Taman Rekreasi I T2 T2 T2
231 9322 | Daya Tarik Wisata Alam -
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Kode .
No. KBLI Kegiatan E
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21 R, . .
4 9323 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia
251 9324 | Wisata Tirta
21 - T
6 9411 | Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha
271 9412 | Aktivitas Organisasi Profesi
281 9420 | Aktivitas Organisasi buruh
291 9491 | Aktivitas Organisasi Keagamaan
22 . I
0 9511 | reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
212 9512 | reparasi alat - alat elektronik konsumen
22 reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah
9521
2 dan kebun
232 9522 | reparasi alas kaki dan barang dari kulit
242 9523 | reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
22 | 9524 | reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan

Taman Kota

Kecamatan

Kelurahan

Jalur Hijau

KAWASAN BUDIDAYA

R-3

R-4
R-5

Tanaman Pangan

Perkebunan
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Peruntukan
Pertambangan

Batuan

Pariwisata Utama

Perumahan
Kepadatan Rendah

Perumahan
Kepadatan Sangat

Rendah
Perumahan
Kepadatan Sedang
Sarana Prasarana
Umum Skala
Kecamatan
Sarana Prasarana

Umum Skala
Kelurahan

Perdagangan dan

jasa skala WP

Zona Perkantoran

Minum (IPAM)




Kode .

No. KBLI Kegiatan

5 rumah tangga lainnya

262 9529 | aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan

22 .

7 9611 | aktivitas kebugaran

22 .

8 9612 | aktivitas penatu

292 9620 | aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi

203 9691 | aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl

aktivitas rumah tangga sebagai pemeri kerja; aktivitas

23 9699 | Yans menghasilkan barang dan jasa oleh rumah

1 tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sendiri
23 aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari
9700 -

2 personal domestik

23 qo

3 Pemakaman Pribadi

23

4 Pertambangan batuan

Zona Badan Air

Taman Kota

Kecamatan

Kelurahan

KAWASAN BUDIDAYA

R-3

19
=

R-4

Jalur Hijau
Tanaman Pangan
Perkebunan
Peruntukan
Pertambangan
Batuan

Aktivitas Pertambangan
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Pariwisata Utama

Perumahan
Kepadatan Rendah

Perumahan
Kepadatan Sangat

Rendah
Perumahan
Kepadatan Sedang
Sarana Prasarana
Umum Skala
Kecamatan
Sarana Prasarana

Umum Skala
Kelurahan

Perdagangan dan

jasa skala WP

Zona Perkantoran

Minum (IPAM)




I = DIIZINKAN

T= DIIZINKAN TERBATAS
B= DIIZINKAN BERSYARAT
X= TIDAK DIIZINKAN

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 nojowker 2022
Pij. S RIS.DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680102 199008 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR40SERI F NOMOR 5%
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Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Itensitas Pemanfaatan Ruang

KODE :
ZONA SUB ZONA ZONA KD?%I\)IIak KLB Mak KD:EAI)VIm KTB KWT (%)
ZONA LINDUNG
Zona Badan Air Badan Air BA 10 0,1 90 - 5
Zona Sempadan Perlindungan Setempat PS 10 0,1 90 - 5
Taman Kota RTH-2 20 0,2 70 - 10
Kecamatan RTH-3 20 0,2 70 - 10
Zona RTH Kelurahan RTH-4 20 0,2 70 - 10
Jalur Hijau RTH-8 20 0,2 70 - 10
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan Badan Jalan BJ - - - - -
. Tanaman Pangan P-1 - - - - -
Zona Pertanian Perkebunan P3 . . . . .
Zona Pariwisata Pariwisata W 50 1 40 - S0
Perumahan Kepadatan Rendah R-3 60 1,2 30 - 60
Zona Perumahan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah R-4 50 1 40 - 80
Perumahan Kepadatan Sedang R-5 50 1 40 - 80
Zona Sarana Pelayanan Umum Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan SPU-2 50 1 40 - -
Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan SPU-3 50 1 40 - -
Zona Perdagangan dan Jasa Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2 50 1,5 20 - 80
Perdagangan dan Jasa Skala SWP K-3 50 1 20 - 80
Zona Perkantoran Perkantoran KT 50 1,5 20 - 80
Zona Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan HK 40 0,8 30 - -
ggltl;lal;eruntukan Pertambangan Zona Peruntukan Pertambangan Batuan MBT 20 0,2 70 - 10
Zona Peruntukan Lainnya Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) PL 10 0,2 70 - 10

Diundangkan di Pangururan
Padala;%piq_,‘u, nipemker 2022

?ﬂf_ -TAHT&]D ERAH

:\L;://_ 'l

Drs WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680102 199009 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMORg0SERI F NOMOR 853
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Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopembe

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM

r 2022




LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

KETENTUAN TATA BANGUNAN

TATA MASSA BANGUNAN

ZONA SUB ZONA GSB Min JBS Min JBB Min Lantai TB Max
(meter) (meter) (meter) Maksimum (meter)
ZONA LINDUNG
Zona Badan Air Badan Air 0 0 0 1 6
Zona Sempadan Perlindungan Setempat 0 0 0 1 6
Taman Kota - - - 0 4
Kecamatan - - - 0 4
Zona RTH Kelurahan - - - 0 4
Jalur Hijau - - - 0 4
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan Badan Jalan - -
Zona Pertanian Tanaman Pangan - - - - -
Perkebunan - - - - -
Zona Pariwisata Pariwisata 5 4 4 2 8
Perumahan Kepadatan Rendah 3 2 2 3 16,5
Zona Perumahan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah 3 2 2 2 12
Perumahan Kepadatan Sedang 3 2 2 1 10
Zona Sarana Pelayanan Umum Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan 10 3 3 3 12,5
Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan 10 3 3 3 12,5
Zona Perdagangan dan Jasa Perdagangan dan Jasa Skala WP 15 3 3 3 15
Perdagangan dan Jasa Skala SWP 10 0 2 2 11
Zona Perkantoran Perkantoran 15 3 3 3 15
Zona Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan 10 3 3 2 12,5
ggltl;lal;eruntukan Pertambangan Zona Peruntukan Pertambangan Batuan - - - 0 4
Zona Peruntukan Lainnya Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) - - - 0 4

Diundangkan di Pangururan
Padala;;gtqtl_.ll, nofembes 2022

yﬂi = TARTS,DAERAH

N/ A

Drs.WASTON SIMBOLON, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680102 199008 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2022 NOMORgoSERI F NOMOR 5%
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Mengetahui,

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopember 2022

BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM




LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 85 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum

ZONA LINDUNG
Zona Badan Air Badan Air BA

Sempadan Danau terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir,
perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

a. Menanam tanaman selain lumpur

b. Mendirikan bangunan

c. Mengurangi dimensi tanggul

2. Bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan
tertentu yang meliputi:

a. Bangunan prasarana sumberdaya air

b. Mendirikan bangunan

c. Mengurangi dimensi tanggul

d. Rentangan kabel listrik

e. Bangunan ketenagalistrikan

A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa
perkerasan berongga yang dapat menyerap air.

B. Utilitas

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat
menyerap air.

- Lampu penerangan taman

- Hidran kebakaran

- Lahan parkir

- WC umum

C. Fasilitas Lingkungan

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk
pengendali air larian

Zona Perlindungan

Setempat Perlindungan Setempat PS

Zona RTH Taman Kota RTH-2
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Sub-

Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
Zona

D. Fasilitas utama

- lapangan terbuka

- unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m)
- trek lari, lebar 7 m panjang 400 m

- area bermain anak

- panggung terbuka

- kursi taman

E. Vegetasi

- 50 pohon (pohon sedang dan kecil)

- semak

- Tanaman perdu

- Penutup tanah

A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa
perkerasan berongga yang dapat menyerap air.

B. Utilitas

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat
menyerap air.

- Lampu penerangan taman

- Hidran kebakaran

- Lahan parkir

- WC umum

C. Fasilitas Lingkungan

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk
Kecamatan RTH-3 pengendali air larian

D. Fasilitas utama

- lapangan terbuka

- unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m)
- trek lari, lebar 7 m panjang 400 m

- area bermain anak

- panggung terbuka

- kursi taman

E. Vegetasi

- 50 pohon (pohon sedang dan kecil)

- semak

- Tanaman perdu
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Sub-

Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
Zona

- Penutup tanah

A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa
perkerasan berongga yang dapat menyerap air.

B. Utilitas

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat
menyerap air.

- Lampu penerangan taman

- Hidran kebakaran

- Lahan parkir

- WC umum

C. Fasilitas Lingkungan

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk
pengendali air larian

D. Fasilitas utama

- lapangan terbuka

- unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m)

- trek lari, lebar 7 m panjang 400 m

- area bermain anak

- panggung terbuka

- kursi taman

E. Vegetasi

- 50 pohon (pohon sedang dan kecil)

- semak

- Tanaman perdu

- Penutup tanah

A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa
perkerasan berongga yang dapat menyerap air.

B. Utilitas

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat
menyerap air.

- Lampu penerangan taman

- Hidran kebakaran

- Lahan parkir

- WC umum

C. Fasilitas Lingkungan

Kelurahan RTH-4

Jalur Hijau RTH-8
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Sub-

Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
Zona

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk
pengendali air larian

D. Fasilitas utama

- lapangan terbuka

- unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m)
- trek lari, lebar 7 m panjang 400 m

- area bermain anak

- panggung terbuka

- kursi taman

E. Vegetasi

- 50 pohon (pohon sedang dan kecil)

- semak

- Tanaman perdu

- Penutup tanah

ZONA BUDIDAYA

A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa
perkerasan berongga yang dapat menyerap air.

B. Utilitas

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat
Zona Badan Jalan Badan Jalan BJ menyerap air.

- Lampu penerangan taman

C. Fasilitas Lingkungan

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk
pengendali air larian

Zona Pertanian Tanaman Pangan P-1
Perkebunan P-3
Zona Pariwisata Pariwisata W

A. Prasarana:

1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal
Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan,
Perumahan Kepadatan R-3 Persampahan

Rendah 2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan
bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.

3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan
non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

Zona Perumahan
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Sub-

Sub Zona Kode sub Kode

Sarana Prasarana Minimum

Zona

4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
S. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa
saluran terbuka yang mudah dikontrol

. Sarana:

. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan
. Sarana Hidran Kebakaran Halaman

. Sarana Pencahayaan Halaman

wWN ~ T

C. Ruang Terbuka Hijau

KDH minimal 30%,

1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,
dan bunga / buah

2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.

D. Ruang Terbuka Non Hijau

RTNH maksimal 20%

1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan
Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza

2. Lahan Parkir tidak pada basement

E. Utilitas Perkotaan

1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.

2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte
terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)

3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:

a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka
penyeberangan, dan jalur hijau

b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau

c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar
minimal 3,5 M

4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30
menit

5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan

6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan
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Sub-

Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
Zona

standar

F. Fasilitas pendukung

Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa
A. Prasarana:

1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal
Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan,
Persampahan

2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan
bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.

3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan
non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa
saluran terbuka yang mudah dikontrol

. Sarana:
. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan
. Sarana Hidran Kebakaran Halaman

Perumahan Kepadatan . Sarana Pencahayaan Halaman

Sangat Rendah

wWN —~ I

R-4

C. Ruang Terbuka Hijau

KDH minimal 30%,

1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,
dan bunga / buah

2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.

D. Ruang Terbuka Non Hijau

RTNH maksimal 20%

1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan
Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza

2. Lahan Parkir tidak pada basement

E. Utilitas Perkotaan
1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.
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Sub-

Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
Zona

2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte
terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)

3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:

a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka
penyeberangan, dan jalur hijau

b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau

c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar
minimal 3,5 M

4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30
menit

5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan

6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan
standar

F. Fasilitas pendukung

Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa
A. Prasarana:

1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal
Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan,
Persampahan

2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan
bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.

3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan
non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
R-5 5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa
saluran terbuka yang mudah dikontrol

Perumahan Kepadatan
Sedang

B. Sarana:

1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan
2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman

3. Sarana Pencahayaan Halaman

C. Ruang Terbuka Hijau
KDH minimal 30%,
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1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,
dan bunga / buah
2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.

D. Ruang Terbuka Non Hijau

RTNH maksimal 20%

1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan
Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza

2. Lahan Parkir tidak pada basement

E. Utilitas Perkotaan

1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.

2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte
terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)

3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:

a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka
penyeberangan, dan jalur hijau

b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau

c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar
minimal 3,5 M

4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30
menit

5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan

6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan
standar

F. Fasilitas pendukung
Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa

Zona Sarana
Pelayanan Umum

Sarana Prasarana
Umum Skala
Kecamatan

SPU-2

A. Jalur Pejalan Kaki dan pesepeda

- Jalur pejalan kaki dan pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 3 meter. Dapat
berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.

- Dilengkapi fasilitas lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan

- Perkerasan jalur pejalan kaki dan pesepeda ini harus menerus, dan tidak terputus,
terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter;
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Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
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B. Fasilitas Lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta
diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap.

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

C. Ruang Terbuka Hljau
- RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH

D. Ruang Terbuka Non Hijau
- Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir.
- Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga

E. Utilitas

- Hidran halaman minimal memiliki suplai air

- Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah
dilihat, dan mudah diakses.

F. Prasarana Lingkungan

- Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,:

- Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu
titik.

- Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

- Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

- Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan
air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

- Penyediaan lahan parkir

G. Fasilitas Pendukung

- Sarana ibadah berupa musholla atau langgar

- Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
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Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
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H. Utilitas Kota

- Jalan harus memenuhi unsur luas bangunan, untuk lebar jalan kolektor selebar 10-
15m, jalan lokal 10m, jalan lingkungan 6-8m

A. Jalur Pejalan Kaki dan pesepeda

- Jalur pejalan kaki dan pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 3 meter. Dapat
berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.

- Dilengkapi fasilitas lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan

- Perkerasan jalur pejalan kaki dan pesepeda ini harus menerus, dan tidak terputus,
terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter;

B. Fasilitas Lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta
diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap.

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

C. Ruang Terbuka Hljau

- RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH
Sarana Prasarana

Umum Skala Kelurahan SPU-3

D. Ruang Terbuka Non Hijau
- Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir.
- Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga

E. Utilitas

- Hidran halaman minimal memiliki suplai air

- Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah
dilihat, dan mudah diakses.

F. Prasarana Lingkungan

- Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,:

- Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu
titik.

- Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
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Zona

sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

- Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

- Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan
air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

- Penyediaan lahan parkir

G. Fasilitas Pendukung

- Sarana ibadah berupa musholla atau langgar

- Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.

H. Utilitas Kota
- Jalan harus memenuhi unsur luas bangunan, untuk lebar jalan kolektor selebar 10-
15m, jalan lokal 10m, jalan lingkungan 6-8m

Zona Perdagangan
dan Jasa

Perdagangan dan Jasa
Skala WP

K-2

A. Prasarana:

1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal
Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan,
Persampahan

2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan
bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.

3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan
non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
S. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa
saluran terbuka yang mudah dikontrol

B. Sarana:

1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan
2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman

3. Sarana Pencahayaan Halaman

C. Ruang Terbuka Hijau
KDH minimal 30%,
1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,
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Sub Zona Kode sub Kode Sarana Prasarana Minimum
Zona

dan bunga / buah
2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.

D. Ruang Terbuka Non Hijau

RTNH maksimal 20%

1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan
Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza

2. Lahan Parkir tidak pada basement

E. Utilitas Perkotaan

1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.

2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte
terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)

3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:

a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,8 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka
penyeberangan, dan jalur hijau

b. Jalur Pesepeda selebar 1,8 M dilengkapi jalur hijau

c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar
minimal 3,5 M

4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30
menit

5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan

A. Prasarana:

1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal
Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan,
Persampahan

2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan
bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.

K-3 3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan
non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa
saluran terbuka yang mudah dikontrol

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP

B. Sarana:
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1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan
2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman
3. Sarana Pencahayaan Halaman

C. Ruang Terbuka Hijau

KDH minimal 30%,

1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,
dan bunga / buah

2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.

D. Ruang Terbuka Non Hijau

RTNH maksimal 20%

1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan
Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza

2. Lahan Parkir tidak pada basement

E. Utilitas Perkotaan

1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.

2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte
terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)

3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:

a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,8 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka
penyeberangan, dan jalur hijau

b. Jalur Pesepeda selebar 1,8 M dilengkapi jalur hijau

c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar
minimal 3,5 M

4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30
menit

5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan

A. Prasarana:

1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal
Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan,
Persampahan

2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan
bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.

Zona Perkantoran Perkantoran KT
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3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan
non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
S. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa
saluran terbuka yang mudah dikontrol

. Sarana:

. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan
. Sarana Hidran Kebakaran Halaman

. Sarana Pencahayaan Halaman

w N~

C. Ruang Terbuka Hijau

KDH minimal 30%,

1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,
dan bunga / buah

2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.

D. Ruang Terbuka Non Hijau

RTNH maksimal 20%

1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan
Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza

2. Lahan Parkir tidak pada basement

E. Utilitas Perkotaan

1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.

2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte
terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)

3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:

a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka
penyeberangan, dan jalur hijau

b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau

c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar
minimal 3,5 M

4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30
menit
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5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan
6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan
standar

F. Fasilitas pendukung

Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa
A. Jalur Pejalan Kaki dan pesepeda

- Jalur pejalan kaki dan pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 3 meter. Dapat
berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.

- Dilengkapi fasilitas lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan

- Perkerasan jalur pejalan kaki dan pesepeda ini harus menerus, dan tidak terputus,
terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter;

B. Fasilitas Lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta
diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap.

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

C. Ruang Terbuka Hljau

Zona Pertahanan Pertahanan dan HK - RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH

dan Keamanan Keamanan

D. Ruang Terbuka Non Hijau
- Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir.
- Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga

E. Utilitas

- Hidran halaman minimal memiliki suplai air

- Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah
dilihat, dan mudah diakses.

F. Prasarana Lingkungan

- Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,:

- Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu
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titik.

- Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

- Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

- Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan
air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

- Penyediaan lahan parkir

G. Fasilitas Pendukung

- Sarana ibadah berupa musholla atau langgar

- Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.

H. Utilitas Kota
- Jalan harus memenuhi unsur luas bangunan, untuk lebar jalan kolektor selebar 10-
15m, jalan lokal 10m, jalan lingkungan 6-8m

Zona Peruntukan
Pertambangan Batuan

MBT

Instalasi Pengelolaan
Air Minum (IPAM)

PL-3
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